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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemantauan
Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga

Kerja Asing.

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan

Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
2010 ten tang dan Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja

Asing di Daerah;

.
a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas

politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan

terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat
keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing dan

tenaga kerja asing di Provinsi Kalimantan Utara,

dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah,
terkoordinasi dan berkesinambungan;

Menimbang

GUBERNURKALIMANTANUTARA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

TATACARAPEMANTAUANORANGASING,
ORGANISASIMASYARAKATASINGDANTENAGAKERJAASING

TENTANG

NOMOR11TAHUN2016

PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
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6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5216);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5362);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat
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Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.

Kesehatan Nomor

ten tang Pendayagunaan

14. Peraturan Menteri

317/Menkes/PER/III/2010

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010

ten tang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan

Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010

tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 456);

13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

02/MEN/III/200S tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga

Kerja Asing;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006

tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas

Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 211);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang

Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga

Penelitian dan Pengembangan Asing Badan, Usaha Asing

dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4666);

9, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Pengawasan Ketenagakerjaan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang

Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3562);
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Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan utara,

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat

Daerah sebagai unsur Penyelenggara PemerintHhan

Daerah.

3. Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya

disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik.

6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjulnya disebut

Kominda adalah forum komuriikasi dan koordinasi unsur

intelijen dan unsur pirnpinan daerah di Provinsi

Kaliman tan Utara.

7. Orang asing adalah orang bukan warga negara Republik

Indonesia yang berada dalam wilayah Provinsi

Kalimantan Utara.

8. Organisasi masyarakat asmg adalah lernbaga atau

organisasi asmg baik pemerintah maupun non

pemerintah yang pembentukannya dengan atau

tanpa perjanjian bilateral, regional atau multilateral.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PEMANTAUANORANGASING, ORGANISASIMASYARAKAT

ASINGDANTENAGAKERJA ASING.

CARATATATENTANGGUBERNURMenetapkan : PERATURAN

MEMUTUSKAN:
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9. Tenaga kerja asmg adalah setiap orang laki-Iaki atau

wanita yang bukan warga negara Indonesia pemegang

izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan/ atau izin

tinggal tetap yang sedang dalam darr/atau akan

melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang atau

jasa.

10. Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat

asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui

secara dini keberadaan dan kegiatan orang asing dan

organisasi masyarakat asing.

11. Pemantauan tenaga kerja asing adalah kegiatan yang

dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaannya

dalam rangka perlindungan dan peristiwa yang diduga

mengandung unsur pelanggaran yang dilakukan

oleh tenaga kerja asing.

12. Pemberi kerja tenaga kerja asing adalah badan hukum

atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja

asing dengan membayar upah atau imbalan dalam

bentuk upah atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan

penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa

mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan

serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

14. Verifikasi dokumen administratif adalah kegiatan

penelitiarr/pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan

dan kesahhan dokumen administratif yang dimiliki oleh

orang asing, organisasi masyarakat asing darr/atau

tenaga kerja asing.

15. Tinjauan lapangan adalah kegiatan

mendatangi/ mengunj ungi kantor, perusahaan

dantempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan dan

aktivitas orang asing, organisasi masyarakat asing dan

tenaga kerjaasing/ pemberikerja tenaga kerja asing serta
mengumpulkan,mengklarifikasidan menganalisabahan,

data dan informasiyang terkait.
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(1) Ruang lingkup pemantauan dalam Peraturan Gubernur

ini terdiri dari :

a. orang asing;

b. organisasi masyarakat asing; danjatau;

c. tenaga kerja asing danjatau pemberi kerja tenaga

kerja asing.

(2) Pemantauan orang asing sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)huruf a meliputi :

a. Diplomat tamu VIPasing;

b. tenaga ahlijpakarjakademisijkonsultan asing;

c. wartawan /eyuting film asing;

d. peneliti asing;

e. artisjolahragawanjpemandu karaoke asing;

f. rohaniawan asing;

g. pelajarjmahasiswa asing;

h. relawan asing; dan

i. imigran gelap/ pengungsi asing.

BAB II

RUANGL1NGKUPDANSASARAN

Pasa12

16. Penetapan adalah keputusan administratif pejabat

pemerintah daerah yang berisi kaidah hukum konkret

yang berlaku khusus untuk orang asing dan organisasi

masyarakat asing.

17, Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang
berwenang bensiketerangan/cataran untuk dijadikan

bahan pertimbangar; kedlnasan hasil pelekeanasn
kegiatan pemantauan terhadap orang asing, orgarusasi

masyarakat asing dan tenaga kerja asing.

18. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu

Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah

19. VIPadalah singkatan Very Important Person.
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Pasal 5

(1) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan

pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Gubernur dapat membentuk Tim yang diketuai oleh

Kepala Badan.

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

(1) Kegiatan pemantauan orang asing, organisasi

masyarakat asing dan tenaga kerja asmg

diselenggarakan oleh Bakesbangpol.

(2) Bakesbangpol dalam menyelenggarakan kegiatan

pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkoordinasi dengan Kominda.

(3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki

hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

BABIII

PENYELENGGARAAN

Pasa14

Pasal3

Sasaran pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2

adalah seluruh orang asing, organisasi masyarakat asing

dan tenaga kerja asing yang berada dalam wilayah daerah.
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Pasa17

(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dilakukan dengan mencari/rnenerirna seluruh

bahan, data, informasi darr/atau dokumen administratif

yang terkait dari :

1. Kementerian Luar Negeri;

2. Kantor Imigrasi;

3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

4. Kominda;

5. pengaduan masyarakat;

6. berita media cetak dan Zatau elektronik; dan Zatau

7. Instansi darr/atau perangkat daerah terkait lainnya

(2) Bahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana kunjungan

diplomat tamu VIP tersebut.

(3) Rencana kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) antara lain berupa:

a. latar belakang kunjungan;

b. jenis kunjungan;

c. jangka waktu kunjungan;

d. tujuan kunjungan;

e. lokasi yang dikunjungi;

f. mitra kerja dalam kegiatan kunjungan; danjatau

g, hal lain yang terkait.

Persiapan pemantauan terhadap diplomat tamu VIP asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a

dilakukan sebelum kunjungan diplomat tamu VIP tersebut.

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal6

BABIV

PEMANTAUANDIPLOMATTAMUVERYIMPORTANT

PERSONASING
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Pasal9
(1) Verifikasi terhadap bahan data darr/atau infonnasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan
meneliti/rnemeriksa apakah rencana kunjungan

diplomat tamu VIP asing tersebut telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Verifikasiterhadap dokumen administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan

meneliti/rnerneriksa seluruh kelengkapan dan kesahan

dokumen administrasi tersebut.
(3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)apabila dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta
telah dilegalisir.

(4) angka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)paling lama 5 (lima)
hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi

dan Iatau dokumen administratif diterima.

Setelah seluruh bahan, data, informasi darr/ atau dokumen
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan/ atau Tim melakukun

verifikasi.

Bagian Kedua

VerifikasiAdministratif
Pasa18

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain:
a. dokumen perjalanan;
b. dokumen keimigrasian;

c. dokumen perizinan: darr/atau

d. dokumen terkait lainnya.
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Pasal 12

(1) Penetapan berupa penundaan terhadap rencana

kunjungan diplomat tamu VIP asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dikeluarkan

apabila:

a. Bahan data dan 'atau informasi mengenai rencana

kunjungan dinyatakan belum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; darr/atau

Pasal 11

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana kunjungan

diplomat tamu VIP asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2)huruf a dikeluarkan apabila:

1. bahan, data dan Iatau informasi mengenai rencana

kunjungan dinyatakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

2. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sahih

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan

verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dinyatakan selesai,

Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan

penetapan terhadap rencana kunjungan diplomat tamu

VIPasing terse but.

(2) Penetapan terhadap rencana kunjungan diplomat/ tamu

VIP asingsebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat

berupa:

a. Persetujuan

b. penundaan; atau

c. penolakan.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 10
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Pasal 14

DiplomatJTamu VIPasing baru dapat melakukan kunjungan

dalam wilayah daerah setelah mendapat penetapan

persetujuan dari Kepala Badan atas nama Gubernur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Pasal 13

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana

kunjungan diplomat tamu VIP asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dikeluarkan

apabila:

a. bahan, data dan/ atau informasi mengenai rencana

kunjungan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan

IJ~raturfln p~rufld~ftg"und~Ul~flJl:dfan/ ReillY
b. d(Jkum~m ~.drnifti~tffi\tJf dirWlltak~ln tid~k l~tlijkQP

danl fltflU tict~,k ~ah~~§utlt ketentusn pel'€\t.un\l1

porundang-undangan,
(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan

dan/ atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan

penolakan tersebut kepada Menteri Luar Negeri dengan

tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan unsur

instansi terkait lainnya.

b. dokumen administratif dinyatakan belum lengkap

danJatau belum sah sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penundaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penentuan

waktu pengganti, penjelasan dan/ atau hal lainnya

dengan dilampirkan penetapan tersebut kepada Menteri

Luar Negeri dengan tembusan kepada Menteri Dalam

Negeri dan unsur instansi terkait lainnya.
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Pasal 16

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap kunjungan

diplomat tamu VIP asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 terdapat kegiatan yang menyimpang darr/ atau

bertentangan dengan ketentuan. peraturan perundang­

undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur

merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian

Daerah Kalimantan Timur, Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi

Kalimantan Timur darr/atau Kementerian Luar Negeri

Republik Indonesia untuk mengambil tindakan sesuai

kewenangan.

(3)Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. mewawancarai diplomaUtamu VIPasing;

b. mewawancarai mitra kerja terkait;

c. mendatangi lokasi yang dikunjungi;

d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan zatau

dokumen administrasi yang ada dengan fakta di

lapangan; darr/ atau

e. kegiatan terkait lainnya.

a. inisialif unsur Bakesbangpol;

b. informasi Kominda;

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak darr/ atau elektronik; dan/ atau

e. informasi terkait lainnya.

sebagaimanasetelah dikeluarkan penetapan

dimaksud dalam Pasal 10.

(2)Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana

dimaksud pad a ayat (1)dilakukan berdasarkan :

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasal 15

(1)Tinjauan lapangan terhadap kunjungan diplomat

tamu VIP asing dapat dilakukan sebelum danl atau
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Pasal18

(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 dilakukan dengan mencari/menerima seluruh

bahan, data, informasi dan/ atau dokumen administratif

yang terkait dari :

a. Sekretariat Negara;

b. Kantor Imigrasi;

c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

d. Kominda;

e. masyarakat;

f. berita media cetak dan/ atau elektronik; dan/ atau
g. Instansi dan/ atau perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pad a

ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana

penempatan tenaga ahliy pakary akademisil konsultan

asing tersebut.

(3) Rencana penempatan sebagaimana dimaksud pad a ayat

(2)an tara lain berupa:

a. latar belakang penempatan;

b. jenis penempatan;

c. jangka waktu penempatan;

d. tujuan penempat

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 17

Persiapan pemantauan terhadap tenaga ahli / pakar /

akademisi / konsultan asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan sebelum rencana

penempatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing

tersebut.

PEMANTAUANTENAGA

AHLI/PAKAR/AKADEMISI/KONSULTANASING

BABV
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Pasa120

(1) Verifikasi terhadap bahan, data dari/ atau informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan

dengan menelitr/rnemeriksa apakah rencana

penempatan tenaga ahlij pakar j akademisij konsultan

asing tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal19 dilakukan dengan

menelitiy memeriksa seluruh kelengkapan dan kesahan

dokumen administrasi tersebut.

(3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud pad a ayat (2)apabila dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang, ditandatangani dan

diberi stempel serta telah dilegalisir.

Setelah seluruh bahan, data, informasi dan/ atau dokumen

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

terpenuhi, un sur Bakesbangpol darr/ atau Tim melakukan

verifikasi.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

Pasal19

e. lokasi penempatan;

f. mitra kerja dalam kegiatan penempatan; dan/ atau

g. hal lain yang terkait.

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) an tara lain:

a. dokumen perjalanan;

b. dokumen keimigrasian;

c. dokumen perizinan; dan /atau
d. dokumen terkait lainnya.
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Pasal22

(1) Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana

penempatan tenaga ahli pakar / akademisi Zkonsultan

asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (2)huruf a dikeluarkan apabila :

a. bahan, data darr/atau inforrnasi mengenai rencana

penempatan dinyatakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal21

(1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan

verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 dinyatakan selesai,

Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan

penetapan terhadap rencana penempatan tenaga

ahliy pakar / akademi konsultan asing tersebut.

(2) Penetapan terhadap rencana penempatan tenaga

ahliypakar /ukademi konsultan asmg sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dapat berupa :

a. persetujuan; atau

b. penolakan.

Bagian Ketiga

Penetapan

(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)' dan ayat (2)paling lama 5 (lima)

hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi

dan/ atau dokumen administratif diterima.
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Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasa125

(1) Tinjauan lapangan terhadap penempatan tenaga

ahli / pakar Iakademisi konsultan asing dapat dilakukan

sebelum dan/ atau setelah dikeluarkan penetapan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 24

Tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing baru dapat

melakukan kegiatannya dalam wilayah Provinsi Kalimantan

Utara setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala

Badan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam

Pasa121

Pasa123

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana

penempatan tenagaahli/ pakar Iakademisi/konsultan

asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)

huruf b dikeluarkan apabila :

a. bahan, data dan/ atau informasi mengenai rencana

penempatan dinyatakan tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan:

dan Iatau
b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap

dan/ atau tidak sah sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud padaayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan

dan Zatau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan

penolakan tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara

dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan

unsur instansi terkait lainnya.
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menyimpang darr/atau bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, KepalaBadan atas nama
Gubernur merekomendasikansecara tertulis kepada Kepala

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil tindakan

sesuai kewenangan.

Pasa126

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap penempatan
tenaga ahli/ pakar akademisi/konsultan asing sebagaimana
dirnaksud dalarn Paaal 25 terdanat keeiatan varia melanezar.---------- ---- ---------- - ----- - - --- ----r --- ---0---"""'---.J ---0 --------00--;1

b. mewawancaraiMitrakerja terkait;
c. mendatangi lokasi penempatan;

d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan 'atau

dokumen administrasiyang ada dengan fakta di
lapangan; dan/ atau

e. kegiatan terkait lainnya.

kon su ltan asins:
------ -------- ------07

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. Inisiatifunsur Bakesbangpol;

Q, Informasi Kominda;

c. Pengaduan masyarakat;
d. berita media cetak dan/atau elektronik: dari/atau
e. informasl terkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan :
a. Mewawancarai tenaga ahli I pakarI akademisi,
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(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 dilakukan dengan mencari/rnenerima seluruh

bahan, data, inforrnasi dan/ atau dokumen administratif

yang terkait dari :

a. Kementerian Luar Negeri;

b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

c. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

d. Kementerian Komunikasi dan Informatika;

e. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

f. Kominda;

g. pengaduanmasyarakat;

h. berita media cetak dan /atau elektronik; dan ' atau

1. Instansi dan zatau perangkat daerah terkait lainnya

J. Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana

peliputan oleh wartawanjsyuting film asing tersebut.

(2) Rencana peliputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf j antara lain berupa:

a. latar belakang peliputan;

b. jenis peliputan;

c. jangka waktu peliputan;

Pasal 28

Persiapan pemantauan terhadap wartawan / syuting film

asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c

dilakukan sebelum kegiatan peliputan oleh

wartawanj syuting film asing tersebut.

Pasa127

Persiaoan
-'

BAB VI

PEMANTAUANWARTAWAN/SYUTINGFILMASING

Bagian Kesatu
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(1) Verifikasi terhadap bahan, data dan/atau informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan

dengan meneliti/rnemeriksa apakah rencana peliputan

oleh wartawarr/ syuting film asing telah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan

menelitiyrnemeriksa seluruh kelengkapan dan kesahan

dokumen administrasi tersebut.

(3) Kesahan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta

telah dilegalisir.

Pasal30

Pasa! 29

Setelah seluruh bahan, data, informasi darr/ atau dokumen

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan Zatau Tim melakukan

verifikasi.

Bagian Kedua

VerifikasiAdministratif

d. tujuan peliputan;

e. lokasi peliputan;

f. mitra kerja dalam peliputan; dan j' atau

g. hal lain yang terkait.

(3) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)antara lain:

a. dokumen perjalanan

b. dokumen keimigrasian;

c. dokumen perizinan; dan/ atau
d. dokumen terkait lainnya.
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Pasa133

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana

peliputan olehwartawarr/ syuting filmasing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dikeluarkan

apabila:

Pasa132

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana peliputan

oleh wartawan/ syuting film asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dikeluarkan apabila :

a. bahan, data dan Iatau informasi mengenai rencana

peliputan dinyatakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah

sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

wartawan Zsyuting film asmg sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dapat berupa :

a. persetujuan; atau

b. penolakan.

olehpeliputanrencanaterhadap(2) Penetapan

Pasa131

(1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan

verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 sarnpai dengan Pasal 30 dinyatakan selesai,

Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan

penetapan terhadap rencana peliputan oleh

wartawanjsyuting film asing tersebut.

Bagian Ketiga

Penetapan

(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)paling lama 5 (lima)

hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi

danl atau dokumen administratif diterima.
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wartawan / syuting film asing dapat dilakukan sebelum

dan/ atau setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan berdasarkan :

a. inisiatif unsur Bakesbangpol;

b. informasi Kominda;

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak darr/atau elektronik; dany atau
e. informasi terkait lainnya.

olehpeliputanterhadaplapangan(1) Tinjauan

Pasal35

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasa134

Wartawan/syuting film asmg baru dapat melakukan

peliputan dalam wilayah daerah setelah mendapat

penetapan persetujuan dan Kepala Badan atas nama

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

a. bahan, data dan/ atau informasi mengenai rencana

peliputan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap

dan/ atau tidak sah sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan

dan/ atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan

penolakan tersebut kepada Menteri Luar Negeri,Menteri

Pendidikan danKebudayaan dan Menteri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif dengan tembusan kepada Menteri

Dalam Negeri dan unsur insfansi terkait lainnya.



22

Persiapan pemantauan terhadap peneliti asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan sebelum

kegiatan penelitian oleh peneliti asing tersebut.

Pasa137

Bagian Kesatu

Persiapan

BABVII

PEMANTAUANPENELITIASING

Pasa136

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap peliputan oleh

wartawan/syutingfilm asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 terdapat kegiatan yang melanggar, menyirnpang

darr/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, Kepala Badan atas nama Gubemur

merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian

Daerah Kalimantan Tirnur dan Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil tindakan

sesuai kewenangan

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (l)dilakukan dengan :

a. mewawancarai wartawan Zsyuting film asing;

b. mewawancarai mitra keria terkait:-- --.__,-_ - ---- --.---------- ---"--,---- ----J-- -----~----I

c. mendalangi lokasi peliputan;

d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/ atau

dokumen administrasi yang ada dengan fakta di

lapangan; dan / atau

e. kegiatan terkai.t lainnya.
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h. Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1 ),antara lain:

1.dokumen perjalanan;

2. dokumen keimigrasian;

3. dokumen perizinan; dan/ atau

4. dokumen terkait lainnya.

f. berita media cetak dan Zatau elektronik; danJatau

g. Instansi dan/ atau perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana penelitian

oleh peneliti asing tersebut.

(3) Rencana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

antara lain berupa :

a. latar belakang penelitian;

b. jenis penelitian;
c. jangka waktu penelilian;

d. tujuan penelitian;

e. lokasi penelitian;

f. mitra kerja dalam penelitian; darr/ atau

Q. hal lain vans terkait.0- ----- ----- .J ----0 - - - ---~----

e, pengaduan masyarakat;

(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 dilakukan dengan mencariymenerima seluruh

bahan, data; Informasi danyatau dokumen administratif
yang terkait dari :

a. Kementerian Riset dan Teknologi;

b. Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia;

c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

d. Kominda;

Pasa138
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rencanamengeluarkan penetapan terhadap

penelitianoleh peneliti asingtersebut.

GubernurnamaatasBadanselesai,Kepala

dinvar.aka n-----.J -- ---------sa rrmat deruran Pasal 40- ----- ~---- -- - --0----Pasal 37

(1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan

verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal41

Bagian Ketiga

Penetapan

pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta

telah dilegalisir.

(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (l)dan ayat (2) paling lama 5 (lima)

hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi

dokumen administratif diterima.

(3) Kesahan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud

Pasa140

(1) Verifikasi terhadap bahan, data informasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan

rneneliti/ memeriksa apakah rencana penelitian oleh

peneliti asing telah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan

meneliti /merneriksa seluruh kelengkapan dan kesahan

dokumen administrasi tersebut.

Setelah seluruh bahan, data, informasi dokumen

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

terpenuhi, unsur Bakesbangpol Timmelakukan verifikasi:

Pasa139

Bagian Kedua

VerifikasiAdministratif
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Pasa143

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap reneana

penelitian oleh peneliti asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dikeluarkan apabila :

a. bahan, data dan zatau informasi mengenai reneana

penelitian dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan' perundang-undangan; dan Zatau

b, dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap

dan r'atau tidak sah sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan

darr/ atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan

penolakan tersebut kepada Menteri Riset dan Teknologi

dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan

unsur instansi terkait lainnya.

Pasa142

Penetapan berupa persetujuan terhadap reneana penelitian

oleh peneliti asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

ayat (2)huruf a dikeluarkan apabila:

a. bahan, data darr/ atau informasi mengenai reneana

penelitian dinyatakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sahih

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penetapan terhadap reneana penelitian oleh peneliti

asing sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat

berupa:

EL persetujuan; atau

b. penolakan.
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(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pad a ayat (1)dilakukan berdasarkan :

a. inisiatif unsur Bakesbangpol;

b. informasi Kominda;

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak dan/ atau elektronik; darr/ atau

e. informasi terkait lainnya.

f. Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. mewawancarai peneliti asing;

b, mewawancara mitra kerja terkait;
c. mendatangi lokasi penelitian;

d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/ atau

dokumen administrasiyang ada dengan fakta di

lapangan; dan zatau

e. kegiatan terkait iainnya.

dapat dilakukan sebelum dan Zatau setelah dikeluarkan

penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

(1) Tin iauan lanarizan terhadan nerielitian oleh neneliti asiriz\-} ---- ....-------- ---~-----o---- -----------.L- 1.- ------------ ----- 1.- -------- -------0

Pasa145

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasa144

Peneliti asing baru dapat melakukan penelitian dalam

wilayah daerah setelah mendapat penetapan persetujuan

dari Kenala Badan atas nama Gubernur sebaaaimana----,-- ----1.------ .-.----------- ------- ------""-- ------------.- ---··--0---------------

dimaksud dalam Pasal 41.
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(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 dilakukan dengan mencari/rnenerima seluruh
bahan, data, informasi, darr/ atau dokumen administratif

yang terkait dari :

a. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

b. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

c. Kementerian Pemuda dan Olahraga;

d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

Pasa148

Persia pan pemantauan terhadap arbs j olahragawan j

pemandu karaoke asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayal (2) huruf e dilakukan sebelum pelaksanaan

pertunjukan oleh artis /olahragawan Zpemandu karaoke

asing terse bu t.

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasa147

BABVII

PEMANTAUANARTISjOLAHRAGAWAN/

PEMANDUKARAOKEASING

kewenariaan .--_ .. - ------0----·

Pasa146

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap penelitian oleh

peneliti asingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

lerdapal kegialan yang melanggar;menyimpang dan! alau
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur

merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian

Daerah Kalimantan Timur dan Kepala KantorWilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi

Kalimantan Timur untuk mengambil tindakan sesuai
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Setelah seluruh bahan, data, informasi darr/ atau dokumen

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

terpenuhi, unsur Bakesbangpol melakukan verifikasi.

Pasa149

Verifikasi Administratif

Bazian Kedu a-. --0----- --- -----

b. jenis pertunjukan;

c. jangka waktu pertunjukan;

d. tujuan pertunjukan;

e. lokasi pertunjukan;

f. mitra kerja dalam pertunjukan; dan/ atau

g. hal lain yang terkait.

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) an tara lain:

a. dokumen perjalanan;

b. dokumen keimigrasian;

c. dokumen perizinan; dan /atau

d. dokumen terkait lainnya.

e. Kominda;

f. pengaduan masyarakat;

g. berita media cetak dan/ atau elektronik; dan/

h. Instansi dan! atau perangkat daerah terkait Iainnya,

(2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud
pa.da ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana
pertunjukan dan kegiatan oleh artia/olahragawan

/pemandu karaoke asing tersebut;

(3) Rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pad a ayat

(2) an tara lain berupa:

~. Iatar helakaric nertu nrukan:-.- ------- ._- ---------0 r -- --~--j -~------,
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PB_SBJ 51

(1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan

verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 dinyatakan selesai,

Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan

penetapan terhadap rencana pertunjukan dan kegiatan

oleh artis /olahragawanypemandu karaoke asmg

tersebut.

Bagian Ketiga

Penetapan

(3) Kesahan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud

pad a ayat (2)apabila dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang, ditandatangani dandiberi stempel serta telah

dilegalisir.

(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)paling lama S (lima)

hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi

dan/ atau dokumen administratif diterima.

(2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan dengan

meneliti/rnemeriksa seluruh kelengkapan dan kesahan

dokumen fldministn~_si terseQ1)X

Pasa150

(1) Verifikasi terhadap bahan, data dan /atau informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan

dengan meneliti/memeriksa apakah

rencanapertunjukan oleh artia/olahragawan Zpemandu
karaoke asingtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.
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(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan

danjatau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan

penolakan tersebut kepada Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam

Negeri dan unsur instansi terkait lainnya,

UnORnQRn_---- ------0-----

Pasa153

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana

pertunjukan dan kegiatan oleh artisjolahragawanj

pemandu karaoke asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (2)huruf b dikeluarkan apabila :

a. bahan, data informasi mengenai rencana pertunjukan

dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan;

b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap

tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-

a. bahan, data dan/ atau informasi mengenai rencana

pertunjukan dinyatakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan; dan

b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana

pertunjukan dan kegiatan oleh artisjolahragawanjpemandu

karaoke asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(2\ huruf R d ikelu arka n a na hila :v=» ---~- --- -- ------------------- --.1.- -------- -

Pasal 52

(2) Penetapan terhadap rencana rencana pertunjukan dan

kegiatan olehartis j olahragawan j pemandu karaoke asing

sebagaimana dimaksud padaayat (1)dapat berupa:

a. persetujuan; atau

b, penolakan
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lapangan; dan /atau

g. kegiatan terkait lainnya.

(1) Tinjauan lapangan terhadap pertunjukan oleh

artis /olahragawan z'pernandu karaoke asing dapat

dilakukan sebelum dan/ atau setelah dikeluarkan

penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan berdasarkan :

a, inisiatif unsur Bakesbangpol;
b. informasi Kominda;
c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak darr/ atau elektronik; dan / atau

e. informasi terkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (l)dilakukan dengan :

a. mewawancarai artis Iolahragawan / pemand u karaoke

asing;

b. mewawancarai penanggung jawab tempat hiburan;

c. mewawancarai pihak impresariat;

d. mewawancarai mitra kerja terkait;

e. mendatangi lokasi pertunjukan;

f. menyesuaikan bahan, data, informasi danl atau
dokumen administraei vanz ada den san fakta di.) ----0 ------ -- ---0---- ------.-- -~--

Pasal 55

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pa~~154
Artis, olahragewan, pernandu karaoke lUling baru dapat
rnelakukan pertunjukan dalarn wllayah Provlnai Kalimantan
Utara setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala
Badan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam

Pasa151.
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Pasal 58

(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 dilakukan dengan mencariyrnenerima seluruh

bahan, data, informasi dan/ atau dokumen administratif

yang terkait dari :

a. Kementerian Agama;

b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

c, Kominda;

d. pengaduan masyarakat;

e. berita media cetak dan/ atau elektronik; danl

f. Instansi dan/ atau Perangkat Daerah terkait Iainnya.

Pasa157
Persiapan pemantauan terhadap rohaniawan asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f

dilakukan sebelum kegiatan keagamaan oleh rohaniawan

asing dilaksanakan

BABIX

PEMANTAUAN ROHANIAWAN ASING
Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 56

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap pertunjukan dan

kegiatan olehartis/olahragawan/pemandu karaoke asing

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 55 terdapat kegiatan

yang melanggar, menyimpang dan Zatau bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala

Badan atas nama Gubernur merekomendasikan secara

tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil

tindakan sesuai kewenangan.
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keagamaan oleh rohaniawan asing telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dengan mencliti/rncmeriksa apakah rencana kegiatan

Pasal60

(1) Verifikasi terhadap bahan, data dan/ atau informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan

Bagian Kedua

VerifikasiAdministratif

Pasa159

Setelah seluruh bahan, data, informasi darr/atau dokumen

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan/ atau Tim melakukan

verifikasi.

pad a ayat (2) , antara lain berupa :

a. latar belakang kegiatan keagamaan;

b. jenis kegiatan keagamaan;

c. jangka waktu kegiatan keagamaan;

d. tujuan kegiatan keagamaan;

e. lokasi kegiatan keagamaan;

f. mitra kerja dalam kegiatan keagamaan; dan Zatau

g. hal lain yang terkait.

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain:

a. dokumen perjalanan;

b. dokumen keimigrasian;

c. dokumen perizinan; danj'atau

d, dokumen terkait lainnva.-------_,----_._- --.~------ ---- ..-----..; .. -

(2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana kegiatan

keagamaan oleh rohaniawan asing tersebu t.

(31 Rencana keaiatan keazamaan sebazaimana dim?ck~L!d\ -, -. - --- - ---,--,_- _.•.._- 0----- -- ---- ---- - -0---- --.,-----_'..- - - -- --0- ------.-- --- --
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Pasa162

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana kegiatan

keagarnaan oleh rohaniawan asing sebagaimana dimaksud

dalam P£i.BB.l 61 B.ya.t (2)huruf ~ diketuarkan apabil£i.:
a. bahan, data dan! atau informasi mengenai rencana

kegiatan keagamaan dinyatakan sesuai dengan

keten tuan peraturan perundang- undangan;dan

Pasal61

(1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan perslapan dan

verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 dinyatakan selesai,

Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan

penetapan terhadap rencana kegiatan keagamaan oleh

rohaniawan asing tersebut.

(2) Penetapan terhadap rencana kegiatan keagamaan oleh

rohaniawan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa :

a. persetujuan; atau

b. penolakan.

Bagian Ketiga

Penetapan

ke~ahjhall dokurnen administrasi tersebut,
(3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)apabila dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang, ditandatangani dan

diberi stempel serta telah dilegalisir.

(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)paling lama 5 (lima)

hari kerja setelah seluruh bahan , data, informasi

dany atau dokumen administratif diterima.

dankelengkapanseluruhmeneliti /memeriksa

(2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud dalamPasal 59 dilakukan dengan
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dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalarn

Pasa161.

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasa165

(1) Tinjauan lapangan terhadap kegiatan keagamaan oleh

rohaniawan asins dilakukan sebelum dan /arau setelah-----------.----- ------0 ---------------- ,--.-------- ------, .....------ ----------

keagamaannya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara

setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala Badan

atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasa161

kegiatanmelakukan

Pasa164

dapatasmgRohaniawan

penolakan tersebut kepada Menteri Agama dengan

tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan unsur

instansi terkait lainnya.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2)

huruf b dikeluarkan apabila :

a. bahan, data dan/ atau informasi mengenai rencana

kegiatan keagamaan dinyatakan tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Zatau

b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap

darr/ at au tidak sahih sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan

dan /FltRu hal lainnva deriaan dilamnirkan nerietanan-----, ------- ----- -------..; -- -----0---- ---------~--------- .L- ---- ---.L- ---

asmgrohaniawanolehkeagamaankegiatan

Pa_sa163
(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana

b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sahih

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasa166

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap kegia,tan

keagamaan oleh rohaniawan asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 terdapat kegiatan yang melanggar,

menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, Kepala Badan atas nama

Gubernur rnerekomendasikan secara tertulis kepada Kepala

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Provinsi Kalimantan Tirnur untuk mengambil tindakan

sesuaikewenangan

[, keziata n terkait lairmva ,---0--------' ---~----- --------..;-_.

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak dan elektronik; dan/ atau
e. informasi terkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. mewawancarai rohaniawan asing tersebut;

b. mewawancarai mitra kerja terkait;

c. mewawancarai penanggung jawab penyelenggara

kegiatan;

d. mendatangi lokasi kegiatan keagamaan;

e. menyesuaikan bahan, data, informasi dokumen

administrasi yang ada dengan fakta di lapangan;

dan/atau

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan berdasarkan :

a. Inisiatif unsur Bakesbangpol;

b. Informasi Kominda:--- - - - ---- - _-_. --_ ..- ---------- -- - -)
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pada ayat (2) antara lain berupa :

a. latar belakang kegiatan pendidikan;

b. jenis kegiatan pendidikan;

c. jangka waktu kegiatan pendidikan;

d. tujuan kegiatan pendidikan;

e. lokasi kegiatan pendidikan;

f. mitra kerja dalam kegiatan pendidikan; dan/ atau
g. hal lain yang terkait.

(:1) Renoaria keziatan nendidikan sebaaairnaria dima kaud,-, ------------ ---O--~-----.1- --------------- ------0----------- ---.-------.-----

f. berita media cetak dan elektronik; dan/ atau
g. Instansi dan/ atau perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana

kegiatan pendidikan oleh pelajar mahasiswa asing

tersebut.

Pasa168

(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 dilakukan dengan mencarr/menerima seluruh

bahan, data, informasi dan dokumen administratif yang

terkait dari :

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Kementerian Pemuda dan Olahraga;

c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

d. Kominda;

e, nenzaduan masvarakat:~-- --0---- ~----- ----~-.J -_- -------}

Persiapan pernan tauan terhadap pelajar Imahasiswa

langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

huruf 9 dilakukan sebelum kegiatan pendidikan oleh

pelajar/rnahasiswa asing dilaksanakan.

Pasa167

Bagian Kesatu

Persian an~

BABX

PEMANTAUANPELAJAR/MAHASISWAASING
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diberi stempel serta telah dilegalisir.
(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pacta ayat (1) dan ayat (2) peling lama 5 (lima)
hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi
danIatau dokumen administratifditerima.

danditandatanganiberwenang,yang
dimaksud pada ayat (2)apabiladikeluarkan oleh pejabat

sebagaimanaadministrasidokumen(3) Kesahihan
kesahihan dokumen administrasi tersebut.

dankelengkapanselurnhmeneliti/ memeriksa

Pasal 70
(1) Verifikasi terhadap bahan, data atau informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan
dengan meneliti/rnemeriksa apakah rencana kegiatan
pendidikan oleh pelajarImahasiswa asing telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Verifikasiterhadap dokumen administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan dengan

Pas8169
Setelah seluruh bahan, data, informasi dan dokumen
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan Tim melakukan

verifikasi.

BagianKedua
VerifikasiAdministratif

c. dokumenperizinan; dan/ atau

d. dokumen terkait lainnya.

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)an tara lain:

a. dokumen perjalanan;

b, dokumen keimizrasian:~-- - - -------.- .--- -- - .__._----0'- - - - -- ---)
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Pasa173

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana kegiatan

pendidikan oleh pelajar Imahasiswa asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dikeluarkan

apabila :

a. bahan, data dan Zatau informasi mengenai rencana

kegiatan pendidikan dinyatakan tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; danjatau

Pasal72

(1) Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana

kegiatan pendidikan oleh pelajar Imahasiswa asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a

dikeluarkan apabila :

a. bahan, data dan/ atau informasi mengenai rencana

kegiatan pendidikan dinyatakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal71

(1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan

verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 dinyatakan selesai,

Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan

penetapan terhadap rencana kegiatan pendidikan -oleh

pelajar /mahasiswa asing tersebut.

(2) Penetapan terhadap reneana kegiatan pendidikan oleh

pelajar mahasiswa asing sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)dapat berupa :

a. persetujuan; atau

b. penolakan.

Bagian Ketiga

Penetapan
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c. mendatangi lokasi kegiatan pendidikan;

(1) Tinjauan lapangan terhadap kegiatan pendidikan oleh

pelajary mahasiswa asing dapat dilakukan sebelum

dan/ atau setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan berdasarkan :

a. inisiatif unsur Bakesbangpol;

b. informasi Kominda;

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak dan/ atau elektronik; dan/ atau

e. informasi terkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. mewawancarai pelajar /mahasiswa asing tersebut;

h. rnewawa nca ra imitra rierid id ilcan ter'ka it:._ - ---- .. -- -. ----- --- --- ------ -- ~- ------------_--- ---------~

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasal75

Badan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal71.

Pasal74

Pelajar /mahasiswa asing dapat melakukan kegiatan

pendidikannya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara

setelah mendanat nenetanan neraetu iuan dari Kenala'--------- ----------.J.--~- .1.--------.1.----- .L--------,J------ ----- ---.1.------

b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap

dan/ atau tidak sahan sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama
Gubernur rnenyampaikan surat tertulis berisi penjelasan

dan/ atau hal lainnya dengan dilarnpirkan penetapan

penolakan tersebut kepada Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan dengan tembusan kepada Menteri Dalam

Negeri dan unsur instansi terkait lainnya.
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yang terkait dari :

a. Kementerian Luar Negeri;

b. Kepolisian;

Pasal78

(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77 dilakukan dengan mencari Zmenerima seluruh

bahan , 08t8. informa si dan /ntau dokurnen administratif---------7 -------7 -----------.-- ------, ------- ------------- -----------~-------

oleh relawan asingdilakukan kegiatan kemanusiaan

tersebut.

Pasa! 77

Persiapan pemantauan terhadap relawan asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)hurufh, dilakukan sebelum

Bagian Kesatu

Persiapan

BABXI

PEMANTAUANRELAWANASING

Pasal 76

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap kegiatan

pendidikan oleh pelajar /mahasiswa asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 75 terdapat kegiatan yang melanggar,

menyimpang danZatau bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, Kepala Badan atas nama

Gubemur merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil tindakan

sesuai kewenangan.

d. menyesuaikan bahan, data, informasi atau dokumen

administrasi yang ada dengan fakta di lapangan;

darr/utau
e. keaiatan terkait lainnva.- - -----0----------- -- -.------- ..--------..J ---
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Pasa179

Setelah seluruh bahan, data, informasi darr/atau dokumen

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

terperruhi, unsur Bakesbangpol danjatau Tim melakukan

verifikasi.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

d. Kominda;

e· pengadu_an masyarakat;
f. berita media cetak dan/ atau elektronik; dan/ atau

g. Instansi danj atau perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana

(3) kegiatan kemanusiaan oleh relawan asing tersebut.

(4) Rencana kegiatan kemanusiaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) an tara lain berupa :

a. latar belakang kegiatan;

b. jenis kegiatan;

c. jangka waktu kegiatan;

d. tujuan kegiatan;

e. lokasi kegiatan;

f. mitra kerja dalam kegiatan; dan/ atau

g, haJ lain yang terkait

(5) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)an tara lain:

a. dokumen perjalanan;

b. dokumen keimigrasian;
c. dokurnen perizinan; dan / atau
cL dokumen terkait lainnya.
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b. penolakan.

a, persetu_juan; atau

Pasal81

(1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan

verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 dinyatakan selesai,

Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan

penetapan terhadap rencana kegiatan kemanusiaan oleh

relawan asing tersebut.

(2) Penetapan terhadap rencana kegiatan kemanusiaan oleh

relawan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa :

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasa180

(1) Verifikasi terhadap bahan, data darr/atau informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan

dengan meneliti/ rnemeriksa apakah rencana kegiatan
kemanusiaan oleh relawan asing telah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan dengan

meneliti/memeriksa seluruh kelengkapan dan kesahan

dokumen administrasi tersebut.

(3) Kesahihan dokumen adrninistrasi sebagaimana
dtmaksud pada ayat (2) apabila dtkeluarkan oleh pejnbat

yang berwenang, ditandatangani daft dibert stempel s~rtfl

telah dilegalieir,

(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)paling lama 5 (lima)

hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi

dan/ atau dokumen administratif diterima,
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Pasal83

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana kegiatan

kemanusiaan oleh relawan asing sebagaimana dimaksud

dalarn Pasal 81 ayat (2) huruf b dikeluar'kan apabila :

111. bahan, data danlatau infol'tnaai mengenai rencana
kegiatan kemanusiaan dinyatakan tidak s~~lHl.l

dengan ketentuan peraturan perundengundangan:
dan zatau

b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap

dan Zatau tidak sahihan esuai ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan

dan Zatau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan

penolakan tersebut kepada Menteri Luar Negeri dengan

tembusan kepada Mnteri Dalam Negeri dan unsur instansi

terkait lainnya.

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana kegiatan

kemanusiaan oleh relawan asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81 ayaf (2) huruf a dikeluarkan apabila:

a. bahan, data dan / atau informasi mengenai rencana

kegiatan kemanusian dinyatakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sahih

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal82
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Pasa185

(1) Tinjauan lapangan terhadap kegiatan kemanusiaan oleh

relawan asing dapat dilakukan sebelum danl atau

setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan berdasarkan :

a. inisiatif unsur Bakesbangpol;
b. informasi Kominda;

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak dany atau elektronik; darr/ atau

e. informasi terkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. mewawancarai relawan asing tersebut;

b. mewawancarai mitra kerja terkait;

c. mendatangi lokasi kegiatan kemanusiaan;

d. menyesuaikan bahan, data, informasi darr/ atau

dokumen administrasi yang ada dengan fakta di

Iapangan; dan Zatau

e. kegiatan terkait lainnya.

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasa184

Relawan asing baru dapat melakukan kegiatan

kemanusiaannya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara

setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala Badan

atas nama Gubemur sebagaimana dimaksud dalam pasal

81.
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Pasa188

Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

87 dilakukan dengan mencarijmenerima seluruh bahan,

data, informasi dan Zatau dokumen administratif yang terkait

dari :

a. Kementerian Luar Negeri;

b. Kementerian Sosial;

c. Kantor Perwakilan United Nation High Commission for

Refugees (UNHCR);

d. Kepolisian;

e. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

Pasa187
Persiapan pemantauan terhadap imigran gelapjpengungsi

asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i,

dilakukan setelah mendapatkan inforrnasi mengenai imigran

gelapj'pengungsi asing tersebut.

BABXII

PEMANTAUANIMIGRANGELAPjPENGUNGSI ASING

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasa186

Apabtla dalam tinjauan lapangen terhadap kegiatan
"kernanusiaan oleh relswan asing aebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 terdapat kegiatan yang melanggar,
menyimpang dan/ atau bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, Kepala Badan "atas nama

Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil tindakan

sesuaikewenangan,
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Pasa190

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap Imigran

gelapz'pengungsi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal

89 terdapat kegiatan yang melanggar, menyimpang darr/atau

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur

merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian

Daerah Kalimantan Timur dan Kepala Kantor Wilayah

Kernenterian Hukum dan Hak Asas] Manusia Provinsi

Kalimantan Timur untuk mengambil tindakan sesuai

kewenangan

gelap/ pengungsi asing;
c. menyesuaikan bahan, data, informasi dan Zatau

dokumen administrasi yang ada dengan fakta di

lapangan; dan/ atau

d. kegiatan terkait lainnya.

Pasa189

(1) Setelah seluruh bahan, data, informasi dan Zatau

dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 88 terpenuhi, unsur Bakesbangpol darr/atau

Tim melakukan tinjauan lapangan.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana di

maksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. mewawancarai irrugran gelap/ pengungsi asmg

tersebut;

b. mendatangi lokasi keberadaan imigran

Bagian Kedua

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

f. Kominda;

g. pengaduan masyarakat, berita media cetak danj'atau

elektronik; dan/ atau

h. Instansi dan/ atau perangkat daerah terkait lainnya.
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d. tuiuan keziatan:-_- --~ ------ ----o--------}

(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 91 dilakukan dengan mencari/ menerima seluruh

bahan, data, informasi, dan/ atau dokumen administratif

yang terkait dad:

a. Direktorat ,Jenderal Multilateral, Kementerian Luar
Negeri:

b. Kementerian Teknis atau unit kerja pemerintahan

Jainnya yang menjadi mitra kerja organisasi

masyarakat asing yang bersangkutan;

c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

d. Kominda;

e. pengaduan masyarakat;

f. berita media cetak dan zatau elektronik; dan/ atau

Instansi darr/atau perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana kegiatan

organisasi masyarakat asing tersebut.

(3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

antara lain berupa:

a. latar belakang kegiatan;

b. jenis kegiatan;

c. jangka waktu kegiatan;

Pasa192

Persiapan pemantauan terhadap organisasi masyarakat

asing sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1) huruf b

dilakukan sebelum kegiatan organisasi masyarakat asing

dilaksanakan.

Pasa191

Bagian Kesatu

Persiapan

BABXIII

PEMANTAUANORGANISASIMASYARAKATASING
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dimaksud pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta

telah dilegalisir.

sebagaimanaadministrasidokumen(3) Kesahihan

dokumen administrasi terse bu t.

Pasa194

(1) Verifikasi terhadap bahan, data danj'atau informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan

dengan menelitr/rnemeriksa apakah rencana kegiatan

organisasi masyarakat asing telah sesuar dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan dengan

meneliri /rnernerikea seluruh kelenckanan nan kesahan-----------1 ------------.--- .- ----- ---- -------0----.1.----- ------ ---"---------

Pasa193

Setelah seluruh bahan, data, informasi dany atau dokumen

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92

terpenuhi, unsur Bakesbangpol darr/ atau Tim melakukan

verifikasi.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

e. lokasi kegiatan;

f. mitra kerja dalam kegiatan; darr/atau

g. hal lain yang terkait.

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain:

a. dokumen perjalanan;

b. dokumen keimigrasian;

c. dokumen perizinan; darr/ atau
d. dokumen terkait lainnya.
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Pasa196

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana kegiatan

organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 95 ayat (2)huruf a dikeluarkan apabila :

a. bahan, data dan.' atau informasi mengenai rencana

kegiatan dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sahih

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(I) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan

verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 91 sampai dengan Pasal 94 dinyatakan selesai,

Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan

penetapan terhadap rencana kegiatan orgamsasi

masyarakat asing tersebut.

(2) Penetapan terhadap rencana kegiatan organisasi

masyarakat asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa :

a. persetujuan; atau

b. penolakan.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasa195

(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)paling lama 5 (lima)

hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi

dan/ atau dokumen administratif diterima.
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Pasa199

(1) Tinjauan lapangan terhadap kegiatan organisasi
masyarakat asing dapat dilakukan sebelum dan/ atau

setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95.

BagianKeempat
Tinjauan Lapangandan Rekomendasi

Pasa198
Organisasi masyarakat asmg baru dapat melakukan

kegiatan dalam wilayah ProvinsiKalimantan Utara setelah
mendapat penetapan persetujuan dari Kepala Badan atas

nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.

Pasal97

(l) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana kegiatan
organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 ayat(2)huruf b dikeluarkan apabila :

a. bahan, data dan/ atau informasi mengenai rencana

kegiatan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan/ atau

b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap
dan/ atau tidak sahih sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama
Gubemur menyampaikansurat tertulis berisi penjelasan

dan/ atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan

penolakan tersebut kepada MenteriLuar Negeridengan
tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan unsur

instansi terkait lainnya.
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untuk mengambil tindakan sesuaiKalimantan Timur

kewenangan

Pasal100

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap kegiatan

organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 99 terdapat kegiatan yang rnelanggar, menyimpang

dflnl atau bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Kepala Badan atas nama OUbt:H1'lUr

rnerekornendasikan ~ecara eerrutis kcpada Kepala Kepolisian
Daerah Kalimantan Timur dan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan berdasarkan :

a. inisiatif unsur Bakesbangpol;

b. informasi Kominda;

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak dan / atau elektronik; dan / atau

e. informasi terkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. mewawancarai pimpinan organisasi masyarakat asing

tersebut;

b. mewawancarai mitra kerja terkait

c. mendatangi lokasi kegiatan;

d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan Zatau

dokumen administrasi yang ada dengan fakta di

lapangan; darr/ atau

e. kegiatan terkait lainnya.
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Pasal101

(1) Persiapan pemantauan terhadap tenaga kerja asmg

dan/ atau pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dilakukan

dengan mencari/menerima seluruh hahan, data~
intormae! danl atau dokurnen administratif yang terkait
dart :

a, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

c. Kominda;

d. pengaduan masyarakat;

e. berita media cetak danjatau elektronik; dan zatau

f. Instansi dan/ atau perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk mengetahui mengenai keberadaan dan

kegiatan tenaga ke:rja asing dan/ atau pemberi kerja

tenaga kerja asing tersebut.

(3) Kegiatan tenaga kerja asing dan/ atau pemberi kerja

tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

an tara lain beru pa :

a. Jenis kegiatan;

b. jangka waktu kegiatan;

c. tujuan kegiatan

d. lokasi kegiatan;

e. mitra kerja dalam wisata;

f. jabatan kantor'/perusahaan terkait; danjatau hal lain

yang terkait.

Bagian Kesatu

Persiapan

BABXIV

PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING ORANGj ATAU

PEMBER! KERJA TENAGA KERJA ASING
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan

dengan menelitijmemeriksa seluruh kelengkapandan
kesahihan dokumen administrasi tersebut.

(3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang, ditandatangani dan diberi

stempel serta telah dilegalisir.
(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5
(lima) hari kerja setelah seluruh bahan, data,

informasidanjatau dokumen administratif diterima.

administrasidokumenterhadap(2) Verifikasi

Pasal 103

(1) Verifikasi terhadap bahan, data darr/atau informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan

dengan meneliti/rnemeriksa apakah kegiatan tenaga
kerja asing./pemberi kerja tenaga kerja asing telah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Setelah seluruh bahan, data, intormas! dan/atau dokumen

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101

terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan/atau T.im rnelakukan

verifikasi.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

Pasal 102

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) antara lain:

a. dokurnen perjalanan;

b. dokumen keimigrasian;

c. dokumen perizinan; dan /atau

d. dokumen terkait lainnya.
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Pasall04

(1) Tinjauan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan

tenaga kerja asing danfatau pemberi kerja tenaga

kerja asing dapat dilakukan sebelum dan! atau setelah

dilakukan verifikasi administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 103.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan :

a. inisiatif unsur Bakesbangpol;

b. informasi Kominda;

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak danl atau elektrik; danl atau
e. informasi terkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan :

a. mewawancarai tenaga kerja asing dan/ atau

pemberi kerja tenaga kerja asing;

b. melakukan kunjungan terhadap tenaga kerja asing

darr/atau pemben kerja tenaga kerja asing;

c. menyesuaikan bahan, data, informasi danfatau

dokumen;

d. administrasi yang ada dengan fakta di lapangan;

danfatau;

e. kegiatan terkait lainnya.

(4) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b meliputi :

a. tempat tinggal tenaga kerja asing;

b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan

perusahaan asing atau kantor perwakilan berita

asmg yang melakukan kegiatan di Provinsi

Kalimantan Utara;

c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Provinsi

Kalimantan Utara;

Bagian Ketiga

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi
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Pasal105

(1) Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap

keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing dan.' atau
pemberi kerja tenaga kerja asmg sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 104 terdapat kegiatan yang

menyimpang dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan, maka Kepala Badan berkoordinasi dengan

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Kalimantan

Timur mengambil tindakan sesuai kewenangan.

(2) Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap

keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing dan zatau

pernberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 terdapat kegiatan yang

melanggar ketentuan peraturan perundang­
undangan, maka Kepala Badan atas nama Gubernur

menghentikan sementara kegiatan tersebut untuk

selanjutnya melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi dengan tembusan Menteri Dalam

Negeri serta unsur terkait lainnya.

(3) Apabila pemberi kerja tenaga kerja asing dalam

penggunaan tenaga kerja asing tersebut tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang undangan,

maka instansi terkait yang berwenang dapat

mendapat izin yang telah dimiliki oleh pemberi kerja

tenaga kerja asing dimaksud.

d. badan usaha pelaksanaan proyek pemerintah

termasuk proyek bantuan luar negeri;

e. badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum

Indonesia;

f. lembaga-Iembaga sosial, pendidikan, kebudayaan

atau keagamaan;

g. usaha jasa impresariat; dan z atau
h. lembaga Zinstitusi terkait lainnya.
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IRIANTO LAMBRIE

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Diundangkan di TanjungSelor

pada tanggal 14 Oktober 2016

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.

denganiniGubemurPeraturanpengundangan

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pasal107

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal106
Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban

keuangan atas pemantauan orang asing, orgarusasi

masyarakat asing dan tenaga kerja asing di daerah,

diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan

daerah.

BABXV

PENDANAAN
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IRIANTO LAMBRIE

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 14 Oktober 2016

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

memerintahkan

im dengan

orang mengetahuinya,

Peraturan Gubernur

Agar setiap

pengundangan

Pasal107
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal106
Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban

keuangan atas pemantauan orang asmg, organisasi

masyarakat asing dan tenaga kerja asmg di daerah,

diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan

daerah.

BABXV
PENDANAAN
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dimaksud pacta huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemantauan

Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga

Kerja Asing.

sebagaimanapertim banganberdasarkanc. bahwa

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 49 Tahun 2010 ten tang Pedoman Pem.antauan

Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun

2010 tentang dan Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja

Asing di Daerah;

a. bahwa dalam rangka menjamm keamanan, stabilitas

politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan

terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat

keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing dan

tenaga kerja asing di Provinsi Kalimantan Utara,

dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah,

terkoordinasi dan berkesinambungan;

Menimbang

GUBERNUR KALIMANTANUTARA,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

TATACARAPEMANTAUANORANGASING,
ORGANISASIMASYARAKATASING DANTENAGAKERJA ASING

TENTANG

NOMOR 11TAHUN2016

PERATURANGUBERNUR KALIMANTANUTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
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6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor5216);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5362);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahuri 2015 tentang Perubaban Kedua Atas

Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 (LembaranNegara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor4279);

1. Undang-Undang Nomor2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Nomor4168);

Mengingat



3

13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

02/MEN/Ill/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga

Kerja Asing;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

317/Menkes/PERjIII/2010 tentang Pendayagunaan

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010

ten tang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan

Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010

tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di

Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2010

Nomor 456);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tabun 2006

tentang Komunitas Intelijen Daerab sebagaimana telab

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas

Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 211);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang

Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor

54, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3562);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang

Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga

Penelitian dan Pengembangan Asing Badan, Usaha Asing

dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4666);

9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Pengawasan Ketenagake:rjaan;
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Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan utara,

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat

Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya

disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

5, Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik.

6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjulnya disebut

Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur

intelijen dan un sur pimpinan daerah di Provinsi

Kalimantan Utara.

7. Orang asing adalah orang bukan warga negara Republik

Indonesia yang berada dalam wilayah Provinsi

Kalimantan Utara.

8. Organisasi masyarakat asing adalah lembaga atau

orgamsasi asmg baik pemerintah maupun non

pemerintah yang pembentukannya dengan atau

tanpa perjanjian bilateral, regional atau multilateral.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT

ASING DAN TENAGA KERJA ASING.

TATA CARATENTANGGUBERNURPERATURAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
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9. Tenaga kerja asing adalah setiap orang laki-Iaki atau

wanita yang bukan warga negara Indonesia pemegang

izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas danjatau izin

tinggal tetap yang sedang dalam danj atau akan

melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang atau

jasa.

10. Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat

asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui

secara dini keberadaan dan kegiatan orang asing dan

organisasi masyarakat asing.

11. Pemantauan tenaga kerja asing adalah kegiatan yang

dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaannya

dalam rangka perlindungan dan peristiwa yang diduga

mengandung unsur pelanggaran yang dilakukan

oleh tenaga kerja asing.

12. Pemberi kerja tenaga kerja asing adalah badan hukum

atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja

asing dengan membayar upah atau imbalan dalam

bentuk upah atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan

penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa

mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan

serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

14. Verifikasi dokumen administratif adalah kegiatan

penelitianj'perneriksaan terhadap seluruh kelengkapan

dan kesahhan dokumen administratif yang dimiliki oleh

orang asing, organisasi masyarakat asing danj'atau

tenaga kerja asing.

15. Tinjauan lapangan adalah kegiatan

mendatangijmengunjungi kantor, perusahaan

dantempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan dan

aktivitas orang asing, organisasi masyarakat asing dan

tenaga kerjaasing/ pemberi kerja tenaga kerja asing serta

mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisa bahan,

data dan informasi yang terkait.
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(1) Ruang lingkup pemantauan dalam Peraturan Oubernur
ini terdiri dari :

a. orang asing;

b. organisasi masyarakat asing; darr/atau;

c. tenaga kerja asing dan Zatau pemberi kerja tenaga
kerja asing.

(2) Pemantauan orang asing sebagairnana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi :

a. Diplomat tamu VIPasing;
b. tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing;

c. wartawan / syuting film asing;
d. peneliti asing:

e. artis /olahragawanypemandu karaoke asing;
f. rohaniawan asing;
g. pelajar/rnahasiswa asing;

h. relawan asing; dan
i. imigran gelap/ pengungsi asing.

BAB II

RUANO LINOKUP DAN SASARAN

Pasa12

16. Penetapan adalah keputusan administratif pejabat

pemerintah daerah yang berisi kaidah hukum konkret

yang berlaku khusus untuk orang asing dan organisasi

masyarakat asing.

17. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang

berwenang bertsiketerangarr/catatan untuk dijadikan

bahan pertimbangan kedinasan hasil pelaksanaan

kegiatan pemantauan terhadap orang asing, organisasi
masyarakat asing dan tenaga kerja asing.

18. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu

Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah

19. VIPadalah singkatan VeryImportant Person.



7

Pasal 5

(1) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan

pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Gubernur dapat membentuk Tim yang diketuai oleh

Kepala Badan.

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

(1) Kegiatan pemantauan orang asing, organisasi

masyarakat asmg dan tenaga kerja asmg

diselenggarakan oleh Bakesbangpol.

(2) Bakesbangpol dalam menyelenggarakan kegiatan

pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkoordinasi dengan Kominda.

(3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki

hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasa14

Pasal3

Sasaran pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasa12

adalah seluruh orang asing, organisasi masyarakat asing

dan tenaga kerja asing yang berada dalam wilayah daerah.
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Pasa17

(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dilakukan dengan mencari/rnenerima seluruh

bahan, data, informasi dan Zatau dokumen administratif

yang terkait dari :

1. Kementerian Luar Negeri;

2. Kantor Imigrasi;

3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

4. Kominda;

5. pengaduan masyarakat;

6. berita media cetak dan / atau elektronik; darr/ atau

7. Instansi dari/ atau perangkat daerah terkait lainnya

(2) Bahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana kunjungan

diplomat tamu VIP tersebut.

(3) Rencana kunjungan sebagaimana dimaksud pad a ayat

(2) antara lain berupa:

a. latar belakang kunjungan;

b. jenis kunjungan;

c. jangka waktu kunjungan;

d. tujuan kunjungan;

e. lokasi yang dikunjungi;

f. mitra kerja dalam kegiatan kunjungan; dan Zatau

g. hal lain yang terkait.

Persiapan pemantauan terhadap diplomat tamu VIP asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a

dilakukan sebelum kunjungan diplomat tamu VIP tersebut.

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasa16

BABIV

PEMANTAUANDIPLOMATTAMUVERYIMPORTANT

PERSONASING
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Pasal9
(1) Verifikasi terhadap bahan data dan /atau informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan

meneliti/rnemeriksa apakah reneana kunjungan
diplomat tamu VIP asing tersebut telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan
meneliti/rnemeriksa seluruh kelengkapan dan kesahan

dokumen administrasi tersebut.

(3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang,ditandatangani dan diberi stempel serta
telah dilegalisir.

(4) angka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)paling lama 5 (lima)
hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi

dan/ atau dokumen administratif diterima.

Setelah seluruh bahan, data, informasi danj atau dokumen
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

terpenuhi, unsur Bakesbangpol danjatau Tim melakukun

verifikasi.

Bagian Kedua
Verifikasi Administratif

Pasa18

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain:

a. dokumen perjalanan;
b. dokumen keimigrasian;

c. dokumen perizinan: danjatau

d. dokumen terkait lainnya.
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(1) Penetapan berupa penundaan terhadap rencana
kunjungan diplomat tamu VIP asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dikeluarkan

apabila:

a. Bahan data danl atau informasi mengenai rencana

kunjungan dinyatakan belum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; darr/atau

Pasal 12

Pasal 11

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana kunjungan

diplomat tamu VIP asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2) huruf a dikeluarkan apabila:

1. bahan, data dan Zatau informasi mengeriat rencana

kunjungan dinyatakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

2. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sahih

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan

verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dinyatakan selesai,

Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan

penetapan terhadap rencana kunjungan diplomat tamu

VIPasing tersebut.

(2) Penetapan terhadap rencana kunjungan diplomat /tamu

VIP asingsebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat

berupa:

a. Persetujuan

b. penundaan; atau

c. penolakan.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 10
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Pasa114
Diplomaty TamuVIPasing baru dapat melakukan kunjungan

dalam wilayah daerah setelah mendapat penetapan

persetujuan dari Kepala Badan atas nama Gubernur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Pasal 13
(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana

kunjungan diplomat tamu VIP asing sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (2)huruf c dikeluarkan

apabila:
a. bahan, data dan/ atau informasi mengenai rencana

kunjungan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan/ atau

b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap

dan/ atau tidak sahsesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubernurmenyampaikansurat tertulis berisipenjelasan

dan/ atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan
penolakan tersebut kepada MenteriLuar Negeridengan
tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan unsur

instansi terkait lainnya.

b. dokumen administratif dinyatakan belum lengkap

danj atau belum sah sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penundaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penentuan

waktu pengganti, penjelasan dan/ atau hal lainnya

dengan dilampirkanpenetapan tersebut kepada Menteri

Luar Negeridengan tembusan kepada Menteri Dalam
Negeri dan unsur instansi terkait lainnya.
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Pasal 16

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap kunjungan

diplomat tamu VIP asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 terdapat kegiatan yang menyimpang dan/ atau

bertentangan dengan ketentuan. peraturan perundang­

undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur

merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian

Daerah Kalimantan Timur, Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi

Kalimantan Timur dan/ atau Kementerian Luar Negeri

Republik Indonesia untuk mengambil tindakan sesuai

kewenangan.

(3)Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. mewawancarai diplomaUtamu VIPasing;

b. mewawancarai mitra kerja terkait;

c. mendatangi lokasi yang dikunjungi;

d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/ atau

dokumen administrasi yang ada dengan fakta di

lapangan; dan/ atau

e. kegiatan terkait lainnya.

a. inisialif unsur Bakesbangpol;

b. informasi Kominda;

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak darr/atau elektronik; dan Zatau

e. informasi terkait lainnya.

sebagaimanasetelah dikeluarkan penetapan

dimaksud dalam Pasal 10.

(2)Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana

dimaksud pad a ayat (1)dilakukan berdasarkan :

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasal15

(1)Tinjauan lapangan terhadap kunjungan diplomat

tamu VIP asing dapat dilakukan sebelum dan/ atau
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f. berita media cetak dan/ atau elektronik; dan/ atau
g. Instansi dan Zatau perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pad a

ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana

penempatan tenaga ahli Ipakar / akademisil konsultan

asing terse bu t.

(3) Rencana penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) an tara lain berupa:

a. latar belakang penempatan;

b. jenis penempatan;

c. jangka waktu penempatan;

d. tujuan penempat

e. masyarakat;

Pasal18

(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 dilakukan dengan mencarr/menerima seluruh

bahan, data, informasi dan Zatau dokumen administratif

yang terkait dari :

a. Sekretariat Negara;

b. Kantor Imigrasi;

c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

d. Kominda;

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasa117

Persiapan pemantauan terhadap tenaga ahli / pakar I
akademisi / konsultan asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan sebelum rencana

penempatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing

tersebut.

PEMANTAUANTENAGA

AHLI/PAKAR/AKADEMISI/KONSULTANASING

BABV
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Pasal20
(1) Verifikasi terhadap bahan, data dan/atau informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan

dengan meneliti/ memeriksa apakah rencana

penempatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan

asing tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

(2) Verifikasiterhadap dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal19 dilakukan dengan
meneliti/rnemeriksa seluruh kelengkapan dan kesahan
dokumen administrasi tersebut.

(3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana
dimaksud pad a ayat (2)apabila dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang, ditandatangani dan

diberi stempel serta telah dilegalisir.

Setelah seluruh bahan, data, informasi dan/ atau dokumen
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan Zatau Tim melakukan

verifikasi.

Bagian Kedua
VerifikasiAdministratif

Pasal19

e. lokasi penempatan;

f. mitra kerja dalam kegiatan penempatan; dan/ atau

g. hal lain yang terkait.
(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

~y€lt (1) €lnt€lfa It\\Jtl:
€L dokum~nIJ~rjfil€lJ'Ulft;
b. dckumen keimJ~nutlt\n;
c. dokumen perizinan; darr/atau
d. dokumen terkait lainnya.
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PasaI22

(1) Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana

penempatan tenaga ahli pakar / akademisi/konsultan

asmg sebagairnana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (2)huruf a dikeluarkan apabila :

a. bahan, data dan/ atau informasi mengenai rencana

penempatan dinyatakan sesuai dengan ketentuan

Pt3rtHUI'i;Ulperilnd.ang~lJftd€lftg€Ul; dan
b, dokumen admifii·~tnnif diny~tflk~ft l~fttlkllp daft sah

~e~uai ketentuan peraturan perundang=luidt%trtgi\\ft,

Pasal21

(1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan

verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 sarnpai dengan Pasal 20 dinyat.akan selesai;
Kepaia Badan atas nama Gubernur mengeluarkan

penetapan terhadap rencana penempatan tenaga

ahlij'pakarv akademi konsultan asing tersebut.

(2) Penetapan terhadap rencana penempatan tenaga

ahii / pakar / akademi konsultan asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. persetujuan; atau

b. penolakan.

Bagian Ketiga

Penetapan

(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)' dan ayat (2) paling lama 5 (lima)

hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi

dan/ atau dokumen administratif diterima.



16

(1) Tinjauan lapangan terhadap penempatan tenaga

ahlij'pakar Zakademisi konsultan asing dapat dilakukan

sebelum dan/ atau setelah dikeluarkan penetapan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasa125

Pasal 24

Tenaga ahli /pakar Iakademisi/Iconsultan asing baru dapat

melakukan kegiatannya dalam wilayab Provinsi Kalimantan

Utara setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala
Badan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal21

dan/ atau tidak 8811 sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud padaayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan

dan/ atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan

penolakan tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara

dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan

unsur instansi terkait lainnya.

undangan;ketentuan peraturan perundang

danz'atau
b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap

Pasa123

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana

penempatan tenagaahli/ pakar / akademisi/konsultan

asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)

huruf b dikeluarkan apabtla :
~l,bahan, data dan/atau informasi mengenai rei'lcan{,t
penernpatan dinvatakan tidak sesuat dengan
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Pasal26

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap penempatan
tenaga ahlijpakar akademisijkonsultan asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 terdapat kegiatan yangmelanggar,

menyimpang dan/ atau bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, KepalaBadan atas nama
Gubemur merekomendasikansecara tertulis kepada Kepala

KepolisianDaerah Kalimantan Timur dan Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil tindakan

sesuai kewenangan.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan berdasarkan:

a. Inisiatif unsur Bakesbangpol;

b. Informasi Kominda;

c. Pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak danjatau elektronik; danjatau

e. informasi terkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan dengan :

a. Mewawancarai tenaga ahli j pakar j akademisi,

konsultan asing;

b. mewawancaraiMitrakerja terkait;
c. mendatangi lokasipenempatan;

d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/ atau

dokumen administrasiyang ada dengan fakta di
lapangan; dan/ atau

e. kegiatan terkait lainnya.
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Pasal28

(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 dilakukan dengan mencarijmenerima seluruh

bahan, data; informasi dan/ atau dokumen administratif

yang terkait dari :

a. Kementerian Luar Negeri;

b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

c. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

d. Kementerian Komunikasi dan Informatika;

e. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

f. Kominda;

g. pengaduanmasyarakat;

h. berita media cetak danfatau elektronik; danfatau

1. Instansi danj atau perangkat daerah terkait lainnya

J. Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana

pelipu tan oleh wartawarr/ syuting film asing tersebut.

(2) Rencana peliputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf j an tara lain beru pa:

a. latar belakang peliputan;

b. jenis peliputan;

c. jangka waktu peliputan;

Pasal27

Persiapan pemantauan terhadap wartawan / syuting film

asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c

dilakukan sebelum kegiatan peliputan oleh

wartawanfsyuting film asing tersebut.

BAB VI

PEMANTAUANWARTAWANjSYUTINGFILMASING

Bagian Kesatu

Persiapan
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(1) Verifikasi terhadap bahan, data danjatau informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan

dengan meneliti/rnemeriksa apakah rencana peliputan

oleh wartawanj syuting film asing telah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan

menelitij memeriksa seluruh kelengkapan dan kesahan

dokumen administrasi terse bu t.

(3) Kesahan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta

telah dilegalisir.

Pasa130

Pasa129

Setelah seluruh bahan, data, informasi danjatau dokumen

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

terpenuhi, unsur Bakesbangpol darr/ atau Tim melakukan

verifikasi.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

d. tujuan peliputan;

e. lokasi peliputan;

f. mitra kerja dalam peliputan; danjatau

g. hal1ain yang terkait,

(3) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) an tara lain:

a. dokumen perjalanan

b. dokumen keimigrasian;

c. dokumen perizinan; danj atau

d. dokumen terkait lainnya.
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Pasal33

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap reneana

peliputan oleh wartawanJ syuting filmasing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dikeluarkan

apabila :

Pasa132

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana peliputan

oleh wartawan/syuting film asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (2)huruf a dikeluarkan apabila :

a, bahan, data dan Iatau informasi mengenai reneana

peliputan dinyatakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah

sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pa~a131

(1) SetellJlh proses pelaksanaan kegiatan persliipan dati
vedflkttsi adrninistrttMi ssbagl'lirnafHlt cHmaksud dalarn
PE!8~tl27 sarnpai dengan Pasal 30 dinyatakan selesEdj
Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan

penetapan terhadap rencana peliputan oleh

wartawanjsyuting film asing tersebut.

(2) Penetapan terhadap rencana peliputan oleh

wartawanJsyuting film asing sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa :

a. persetujuan; atau

b, p~nolfikl'u'L

Bagian Ketiga

Penetapan

(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)paling lama 5 (lima)

hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi

dan/ atau dokumen administratif diterima.
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wartawan/syuting film asing dapat dilakukan sebelum

danj atau setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :

a. irrisiatif unsur Bakesbangpol;

b. informasi Kominda;

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak danjatau elektronik; danjatau

e. informasi terkait lainnya.

olehpeliputanterhadaplapangan(1) Tinjauan

Pasa135

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasa134

Wartawany syuting film asing baru dapat melakukan

peliputan dalam wilayah daerah setelah mendapat

penetapan persetujuan dari Kepala Eadem atas nama

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

a. bahan, data danj atau informasi mengenai rencana

peliputan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap
dan/ atau tidak sah sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan

danj atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan

penolakan tersebut kepada Menteri Luar Negeri, Menteri

Pendidikan danKebudayaan dan Menteri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif dengan tembusan kepada Menteri

Dalam Negeri dan unsur insfansi terkait lainnya.
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Pasa137

Persiapan pemantauan terhadap peneliti asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)huruf d dilakukan sebelum

kegiatan penelitian oleh peneliti asing tersebut.

BABVII

PEMANTAUAN PENELITI ASING

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 36

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap peliputan oleh

wartawanjsyutingfilm asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 terdapat kegiatan yang melanggar, menyimpang

darr/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur

merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian

Daerah Kalimantan Timur dan Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil tindakan

sesuai kewenangan

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (l)dilakukan dengan :

a. mewawancarai wartawanjsyuting film asing;

b. mewawancarai mitra kerja terkait;

c. mendalangi lokasi peliputan;

d. menyesuaikan bahan, data, informasi danj atau

dokumen administrasi yang ada dengan fakta di

lapangan; dan/ atau

e. kegiatan terkait lainnya.
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Pasal38

(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 dilakukan dengan mencari/rnenerima seluruh

bahan, data, Informasi darr/atau dokumen administratif

yang terkait dari :

a. Kementerian Riset dan Teknologi;

b. Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia;

c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

d. Kominda;

e. pengaduan masyarakat;

f. berita media cetak dan/ atau elektronik; darr/ atau

g. Instansi dan/ atau perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana penelitian

oleh peneliti asing tersebut.

(3) Rencana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

an tara lain beru pa :

a. latar belakang penelitian;

b. jenis penelitian;

c. jangka waktu penelilian;

d. tujuan penelitian;

e. lokasi penelitian;

f. mitra kerja dalam penelitian; danl atau

g, hal lain yang terkait.

h. Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1 ),antara lain:

1.dokumen perjalanan;

2. dokumen keimigrasian;

3. dokumen perizinan; dan/ atau
4. dokumen terkait lainnya.
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Pasa141

(1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapsn dan
veri.tlkasi administrasi aebagaimane, dimaksud dalam
Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 dinyatakan
selesai,Kepala Badan atas nama Gubernur

mengeluarkan penetapan terhadap rencana

penelitianolehpenelitiasingtersebut.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal40

(1) Verifikasi terhadap bahan, data infonnasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan

meneliti/rnemeriksa apakah rene ana penelitian oleh

peneliti asing telah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan

meneliti/rnemeriksa seluruh kelengkapan dan kesahan

dokumen administrasi terse but.

(3) Kesahan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta

telah dilegalisir.

(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (l)dan ayat (2) paling lama 5 (lima)

hari kerja setelah seluruh bahan, data, infonnasi

dokumen administratif diterima.

Pasal39

Setelah seluruh bahan, data, informasi dokumen

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

terpenuhi, unsur Bakesbangpol Tim melakukan verifikasi:

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif
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Pasal43
(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana

penelitian oleh peneliti asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (2)huruf b dikeluarkan apabila :

a. bahan, data danf atau informasi mengenai rencana
penelitian dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan' perundang-undangan; danfatau

b, dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap

danfatau tidak sah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubernurmenyampaikansurat tertulis berisipenjelasan
danfatau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan
penolakan tersebut kepada MenteriRiset dan Teknologi
dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan

unsur instansi terkait lainnya.

Pasal42

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana penelitian

oleh peneliti asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

ayat (2)huruf a dikeluarkan apabila:

a. bahan, data dan Iatau informasi mengenai rencana

penelitian dinyatakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sahih

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penetapan terhadap rencana penelitian oleh peneliti

asing sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat

berupa:

a. persetujuan; atau

b. penolakan.
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(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pad a ayat (1)dilakukan berdasarkan :

a. inisiatif unsur Bakesbangpol;

b. informasi Kominda;

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak dan / atau elektronik; dan Iatau
e. informasi terkait lainnya.

f. Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. mewawancarai peneliti asing;

b. mewawancara mitra kerja terkait;

c. mendatangi lokasi penelitian;

d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan / atau

dokumen administrasiyang ada dengan fakta di

lapangan; dan/ atau

e. kegiatan terkait iainnya.

(1) Tinjauan lapangan terhadap penelitian oleh peneliti asing
dapat dilakukan sebelum darr/ atau setelah dikeluarkan

penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasa145

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasa144
Peneliti asing baru dapat melakukan penelitian dalam

wilayah daerah setelah mendapat penetapan persetujuan

dari Kepala Badan atas nama Gubemur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal41.
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Pasal48

(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 dilakukan dengan mencari/menerima seluruh

bahan, data; informasi, dan/ atau dokumen administratif
yang terkait dari :

a. KementerianTenagaKerjadan Transmigrasi;
b. Kementerian Pariwisata dan EkonomiKreatif;

c. KementerianPemuda dan Olahraga;
d. Kantor WilayahKementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasa147

Persiapan pemantauan terhadap artisj olahragawan/
pemandu karaoke asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayal (2) huruf e dilakukan sebelum pelaksanaan

pertunjukan oleh artis/olahragawanjpemandu karaoke
asing tersebut.

BABVII

PEMANTAUANARTISjOLAHRAGAWANj
PEMANDUKARAOKEASING

Pasal46

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap penelitian oleh

peneliti asingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

lerdapal kegialan yang melanggar,menyimpang dan Ialau
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur

merekomendasikan secara tertulis kepada KepalaKepolisian
Daerah Kalimantan Timur dan Kepala KantorWilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi

Kalimantan Timur untuk mengambil tindakan sesuai

kewenangan.
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Pasa149

Setelah seluruh bahan, data, informasi dan Zatau dokumen

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

terpenuhi, unsur Bakesbangpol melakukan verifikasi.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

e. Kominda;

f. pengaduan masyarakat;

g. berita media cetak darr/ atau elektronik; dan./

h. Instansi dan! atau perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana

pertunjukan dan kegiatan oleh artis /olahragawan

/pemandu karaoke asing tersebut;

(3) Rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) antara lain berupa:

9. latar belakarig pertunjukan;

b. jenis pertunjukan:
C. ja.ngka waktu pertunjukan;
d. tujuan pertunjukan;
e. lokasi pertunjukan;

f. mitra kerja dalam pertunjukan; dan/ atau

g. hal lain yang terkait.

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain:

a. dokumen perjalanan;

b. dokumen keimigrasian;

c. dokumen perizinan; darr/atau

d. dokumen terkait lainnya.
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Pasal51

(1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan

verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 dinyatakan selesai,

Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan

penetapan terhadap rencana pertunjukan dan kegiatan

oleh artisj'olahragawanypemandu karaoke asing

tersebut.

Bagian Ketiga

Penetapan

(3) Kesahan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud

pad a ayat (2)apabila dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang, ditandatangani dandiberi stempel serta telah

dilegalisir.
(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)paling lama S (lima)
hari ketja setelah seluruh bahan, data, infonnasi

danIatau dokumen administratif diterima.

(2) Verifikasiterhadap dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan dengan

meneliti/rnemeriksa seluruh kelengkapan dan kesahan

dokumen administrasi tersebut.

Pasal50

(I) Verifikasi terhadap bahan, data darr/atau infonnasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan

dengan meneliti/rnemeriksa apakah

rencanapertunjukan oleh artia/olahragawarr/pemandu

karaoke asingtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal53
(1) Penetapan berupa penolakan terhadap reneana

pertunjukan dan kegiatan oleh artis /olahragawan/

pemandu karaoke asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (2)huruf b dikeluarkan apabila :
a. bahan, data informasimengenairencana pertunjukan

dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap

tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan.
(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubemur menyampaikansurat tertulis berisipenjelasan

danJatau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan
penolakan tersebut kepada Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dengan tembusan kepada MenteriDalam

Negeridan unsur instansi terkait lainnya.

Penetapan berupa persetujuan terhadap reneana

pertunjukan dan kegiatan oleh artia/olahragawarr/pemandu

karaoke asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(2) h f dik 1 k bila :,_ urn a e uar an apa_l a .
a. bahan, data dan/ atau informasi mengenai reneana

pertunjukan dinyatakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa152

(2) Penetapan terhadap reneana reneana pertunjukan dan

kegiatan olehartis/olahragawan/pemandu karaoke asing

sebagaimana dimaksud padaayat (1)dapat berupa:

a. persetujuan; atau

b. penolakan
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Pasal 55

(1) Tinjauan lapangan terhadap pertunjukan oleh

artisjolahragawanjpemandu karaoke asmg dapat

dilakukan sebelum dan/ atau setelah dikeluarkan

penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan berdasarkan :

a. inisiatif unsur Bakesbangpol;

b. informasi Kominda;

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak dan/ atau elektronik; dan/ atau

e. informasi terkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan dengan :

a, mewawancarai artia/olahragawan/pemandu karaoke

asing;

b. mewawancarai penanggung jawab tempat hiburan;

c. mewawaricarai pihak impresariat;

d. mewawancarai mitra kerja terkait;

e. mendatangi lokasi pertunjukan;

f. menyesuaikan bahan, data, informasi danj atau

dokurnen administrasi yang ada dengan fakta di

lapangan; danjatau

g. kegiatan terkait lainnya.

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasa154

Artis, olahragawan, pemandu karaoke asing baru dapat

melakukan pertunjukan dalam wilayah Provinsi Kalimantan

Utara setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala

Badan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam

Pasa151.
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Pasal 58
(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 dilakukan dengan mencari/menerima seluruh
bahan, data, informasi dan/ atau dokumen administratif
yang terkait dari :
a. Kementerian Agama;

b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (HAM);

c. Kominda;

d. pengaduan masyarakat;
e. berita media cetak dan/ atau elektronik; danl
f. Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal57
Persiapan pemantauan terhadap rohaniawan asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f
dilakukan sebelum kegiatan keagamaan oleh rohaniawan

asing dilaksanakan

BABIX

PEMANTAUAN ROHANIAWAN ASING

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 56

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap pertunjukan dan

kegiatan olehartis/olahragawan/pemandu karaoke asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdapat kegiatan

yang melanggar, menyimpang danjatau bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala

Badan atas nama Gubernur merekomendasikan secara

tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil

tindakan sesuai kewenangan.
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Pasal60

(1) Verifikasi terhadap bahan, data dan Zatau informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan

dengan meneliti/rnerneriksa apakah rencana kegiatan

keagamaan oleh rohaniawan asing telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

Pasa159

Setelah seluruh bahan, data, informasi dan Iatau dokumen

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan/ atau Tim melakukan

verifikasi.

(2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana kegiatan

keagamaan oleh rohaniawan asing tersebut.

(3) Rencana kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud

pad a ayat (2) , antara lain berupa :

a. latar belakang kegiatan keagamaan;

b. jenis kegiatan keagamaan;

c. jangka waktu kegiatan keagamaan;

d. tujuan kegiatan keagamaan;

e. lokasi kegiatan keagamaan;

f. mitra kerja dalam kegiatan keagamaan; dan/ atau

g. hal lain yang terkait.

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain:

a. dokumen perjalanan;

b. dokumen keimigrasian;

c. dokumen perizinan; dan Iatau
d. dokumen terkait lainnya.
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Pasa162

Penetapan berupa persetujuan terhadap reneana kegiatan
keagamaan oleh rohaniawan asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dikeluarkan apabila :

a. bahan, data dan/ atau informasi mengenai reneana
kegiatan keagamaan dinyatakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

Pasal61

(1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan

verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 dinyatakan selesai,
Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan
penetapan terhadap rencana kegiatan keagamaan oleh

rohaniawan asing tersebut.

(2) Penetapan terhadap rencana kegiatan keagamaan oleh

rohaniawan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa :

a. persetujuan; atau

b. penolakan.

BagianKetiga

Penetapan

(2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud dalamPasal 59 dilakukan dengan

menelitijmemeriksa seluruh kelengkapan dan

kesahihan dokumen administrasi tersebut.

(3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)apabila dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang, ditandatangani dan

diberi stempel serta telah dilegalisir.

(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)paling lama 5 (lima)

hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi
danj atau dokumen administratif diterima.
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Bagian Keempat
Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasa165

(1) Tinjauan lapangan terhadap kegiatan keagamaan oleh

rohaniawan asing dilakukan sebelum darr/atau setelah
dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasa161.

keagamaannya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara

setelah mendapat penetapan persetujuan dari KepalaBadan
atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasa161

kegiatanmelakukan

Pasa164

dapatasingRohaniawan

a. bahan, data dan/ atau informasi mengenai rencana
kegiatan keagamaan dinyatakan tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap
darr/ atau tidak sahih sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubemur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan

darr/atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan
penolakan tersebut kepada Menteri Agama dengan

tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan unsur

instansi terkait lainnya.

Pasal63

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana

kegiatan keagamaan oleh rohaniawan asmg

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2)
huruf b dikeluarkan apabila :

b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sahih

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal66
Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap kegia,tan

keagamaan oleh rohaniawan asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 terdapat kegiatan yang melanggar,

menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, KepalaBadan atas nama

Gubemur merekomendasikansecara tertulis kepada Kepala
KepolisianDaerah Kalimantan Timur dan Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil tindakan

sesuai kewenangan

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan berdasarkan :

a. Inisiatif unsur Bakesbangpol;

b. Informasi Kominda;

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak dan elektronik; dan/ atau

e. informasiterkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilakukan dengan :
a. mewawancarairohaniawan asing tersebut;

h. mewawancarai mitra kerja terkait;

c. mewawancarai penanggung jawab penyelenggara

kegiatan;
d. mendatangilokasikegiatankeagamaan;
e. menyesuaikan bahan, data, informasi dokumen

administrasi yang ada dengan fakta di lapangan;

dan/atau
f. kegiatan terkait lainnya.
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Pasal68

(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 dilakukan dengan mencariyrnenerima seluruh

bahan, data, informasi dan dokumen administratif yang

terkait dari :

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Kementerian Pemuda dan Olahraga;

c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

d. Kominda;

e. pengaduan masyarakat;

f. berita media cetak dan elektronik; dan/ atau
g. Instansi dan / atau perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana

kegiatan pendidikan oleh pelajar mahasiswa asing

tersebut.

(3) Rencana kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) antara lain berupa :

a. latar belakang kegiatan pendidikan;

b. jenis kegiatan pendidikan;

c. jangka waktu kegiatan pendidikan;

d. tujuan kegiatan pendidikan;

e. lokasi kegiatan pendidikan;

f. mitra kerja dalam kegiatan pendidikan; dan/ atau
g. hal lain yang terkait.

Pasa167

Persiapan peman tauan terhadap pelajar/rnahasiswa

langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

huruf 9 dilakukan sebelum kegiatan pendidikan oleh

pelajar / mahasiswa asing dilaksanakan.

BABX

PEMANTAUANPELAJAR/MAHASISWAASING

Bagian Kesatu

Persiapan
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Pasal 70

(1) Verifikasi terhadap bahan, data atau informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan
dengan menelitijmemeriksa apakah rencana kegiatan

pendidikan oleh pelajarjmahasiswa asing telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Verifikasiterhadap dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan dengan

meneliti/rnemeriksa seluruh kelengkapan dan

kesahihan dokumen administrasi tersebut.
(3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)apabiladikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang, ditandatangani dan

diberi stempel serta telah dilegalisir.

(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)paling lama 5 (lima)
hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi

danj atau dokumen administratifditerima.

Pasal69

Setelah seluruh bahan, data, informasi dan dokumen
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan Tim melakukan

verifikasi.

BagianKedua
VerifikasiAdministratif

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain:

a. dokumen perjalanan;
b. dokumen keimigrasian;

c. dokumenperizinan; dan/ atau
d. dokumen terkait lainnya.
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Pasal73

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana kegiatan

pendidikan oleh pelajar /rnahasiswa asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dikeluarkan

apabila :

a. bahan, data dany atau informasi mengenai rencana

kegiatan pendidikan dinyatakan tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dany atau

Pasal72

(1) Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana

kegiatan pendidikan oleh pelajar Imahasiswa asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a

dikeluarkan apabila :

a. bahan, data dan,'atau informasi mengenai rencana

kegiatan pendidikan dinyatakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal71

(1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan

verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 dinyatakan selesai,
Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan

penetapan terhadap rencana kegiatan pendidikan -oleh

pelajar/mahasiswa asing tersebut.

(2) Penetapan terhadap rencana kegiatan pendidikan oleh

pelajar mahasiswa asing sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa :

a. persetujuan; atau

b. penolakan.

Bagian Ketiga

Penetapan
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Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasa175

(1) Tinjauan lapangan terhadap kegiatan pendidikan oleh

pelajar Imahasiswa asing dapat dilakukan sebelum

dan Zatau setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan berdasarkan :

a. inisiatif unsur Bakesbangpol;

b. informasi Kominda;

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak danl atau elektronik; dan.' atau

e. informasi terkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. mewawancarai pelajar /fnahasiswa asing tersebut;

b. mewawancarai mitra pendidikan terkait;

c. mendatangi lokasi kegiatan pendidikan;

Pasal74

Pelajarj'mahasiswa asing dapat melakukan kegiatan

pendidikannya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara

setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala

Badan atas nama Gubemur sebagaimana dimaksud dalam

Pasa171.

b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap

dan Zatau tidak sahan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan

dan Zatau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan

penolakan tersebut kepada Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan dengan tembusan kepada Menteri Dalam

Negeri dan unsur instansi terkait lainnya.
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Pasal78

(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 dilakukan dengan mencarizmenerima seluruh
bahan, data, informasi dan/ atau dokumen administratif

yang terkait dari :
a. KementerianLuar Negeri;
b. Kepolisian;

oleh relawan asingdilakukan kegiatan kemanusiaan

tersebut.

Pasal 77

Persiapan pemantauan terhadap relawan asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)hurufh, dilakukan sebelum

BABXI

PEMANTAUANRELAWANASING

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasa176

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap kegiatan

pendidikan oleh pelajar / mahasiswa asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 75 terdapat kegiatan yang melanggar,

menyimpang darr/utau bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan, Kepala Badan atas nama

Gubemur merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil tindakan

sesuai kewenangan.

d. menyesuaikan bahan, data, informasi atau dokumen

administrasi yang ada dengan fakta di lapangan;

dan Zatau

e. kegiatan terkait lainnya.



42

Pasal79

Setelah seluruh bahan, data, informasi dany atau dokumen

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

terpenuhi, unsur Bakesbangpol danjatau Tim melakukan

verifikasi.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

d. Kominda;

e. pengaduan masyarakat;

f. berita media cetak danjatau elektronik; dan Zatau

g. Instansi dan / atau perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana

(3) kegiatan kemanusiaan oleh relawan asing tersebut.

(4) Rencana kegiatan kemanusiaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) an tara lain berupa :

a. latar belakang kegiatan;

b. jenis kegiatan;

c. jangka waktu kegiatan;

d. tujuan kegiatan;

e. lokasi kegiatan;

f. mitra kerja dalam kegiatan; dan/ atau
g. hal lain yang terkait.

(5) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain:

a. dokumen perjalanan;

b. dokumen keimigrasian;

c. dokumen perizinan; dan Zatau

d. dokumen terkait lainnya.
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Pasal81

(1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persia pan dan

verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 dinyatakan selesai,

Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan

penetapan terhadap rencana kegiatan kemanusiaan oleh

relawan asing tersebut.

(2) Penetapan terhadap rencana kegiatan kemanusiaan oleh

relawan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa :

a. persetujuan; atau

b. penolakan.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal80

(1) Verifikasi terhadap bahan, data danjatau informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan

dengan menelitijmemeriksa apakah rencana kegiatan

kemanusiaan oleh relawan asing telah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan dengan

menelitij memeriksa seluruh kelengkapan dan kesahan

dokumen administrasi tersebut.

(3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)apabila dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta

telah dilegalisir.

(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)paling lama 5 (lima)

hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi

dan/ atau dokumen administratif diterima.
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Pasal83

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana kegiatan

kemanusiaan oleh relawan asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b dikeluarkan apabila :

a. bahan, data danlatau informasi mengenai rencana

kegiatan kemanusiaan dinyatakan tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

darr/atau

b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap

darr/atau tidak sahihan esuai ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan

dan /atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan

penolakan tersebut kepada Menteri Luar Negeri dengan

tembusan kepada Mnteri Dalam Negeri dan unsur instansi

terkait lainnya.

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana kegiatan

kemanusiaan oleh relawan asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81 ayaf (2)huruf a dikeluarkan apabila:

a. bahan, data dan/ atau informasi mengenai rencana

kegiatan kemanusian dinyatakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sahih

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal82
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Pasa185

(1) Tinjauan lapangan terhadap kegiatan kemanusiaan oleh

relawan asing dapat dilakukan sebelum darr/ atau

setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :

a, inisiatif unsur Bakesbangpol;

b. informasi Kominda;

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak darr/ atau elektronik; darr/ atau

e. informasi terkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan dengan :

a. mewawancarai relawan asing tersebut;

b. mewawancarai mitra kerja terkait;

c. mendatangi lokasi kegiatan kemanusiaan;

d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan Zatau

dokumen administrasi yang ada dengan fakta di

Iapangan; danl atau

e. kegiatan terkait lainnya.

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

kemanusiaannya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara

setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala Badan

atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal

81.

kegiatan

Pasa184

asing baru dapat melakukanRelawan
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Pasa188

Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
87 dilakukan dengan mencarijmenerima seluruh bahan,

data, informasi darr/atau dokumen administratif yang terkait

dari:

a. Kementerian Luar Negeri;

b. Kementerian Sosial;

c. Kantor Perwakilan United Nation High Commission for

Refugees (UNHCR);

d. Kepolisian;

e. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

Pasa187

Persiapan pemantauan terhadap imigran gelap/pengungsi

asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i,

dilakukan setelah mendapatkan informasi mengenai imigran

gelapz'pengungsi asing tersebut.

BABXII

PEMANTAUAN IMIGRAN GELAP /PENGUNGSI ASING

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasa186

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap kegiatan

"kemanusiaan oleh relawan asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 85 terdapat kegiatan yang rnelanggar,

menyimpang dan/ atau bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, Kepala Badan "atas nama

Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil tindakan

sesuai kewenangan.
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Pasa190

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap Imigran

gelapjpengungsi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal

89 terdapat kegiatan yang melanggar, menyimpang danjatau

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur

merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian

Daerah Kalimantan Timur dan Kepala Kantor Wilayah

Kernenterian Hukum dan Hak Asas] Manusia Provinsi

Kalimantan Timur untuk mengambil tindakan sesuai

kewenangan

Pasa189

(1) Setelah seluruh bahan, data, inforrnasi dan.'atau

dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 88 terpenuhi, unsur Bakesbangpol danjatau

Tim melakukan tinjauan lapangan.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana di

maksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. mewawancarai irmgran gelap j pengungsi asmg

tersebut;

b. mendatangi lokasi keberadaan imigran

gelap/ pengungsi asing;

c. menyesuaikan bahan, data, informasi danjatau

dokumen administrasi yang ada dengan fakta di

lapangan; danzatau

d. kegiatan terkait lainnya.

Bagian Kedua

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

f. Kominda;

g. pengaduan masyarakat, berita media cetak danjatau

elektronik; danj atau

h. Instansi dao /atau perangkat daerah terkait lainnya.
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Pasa192

(1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 91 dilakukan dengan mencariy menerirna seluruh

bahan, data, informasi, dan.' atau dokumen administratif

yang terkait dari :

a. Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar

Negeri;

b. Kementerian Teknis atau unit kerja pemerintahan

lainnya yang menjadi mitra kerja organisasi

masyarakat asing yang bersangkutan;

c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

d. Kominda;

e. pengaduan masyarakat;

f. berita media cetak danjatau elektronik; danjatau

Instansi darr/ atau perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana kegiatan

organisasi masyarakat asing tersebut.

(3) Rencana kegiatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)

antara lain berupa:

a. latar belakang kegiatan;

b. jenis kegiatan;

c. jangka waktu kegiatan;

d. tujuan kegiatan;

Pasa191

Persiapan pemantauan terhadap organisasi masyarakat

asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b

dilakukan sebelum kegiatan organisasi masyarakat asing

dilaksanakan.

BABXIII

PEMANTAUANORGANISASIMASYARAKATASING

Bagian Kesatu

Persiapan
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Pasal94

(1) Verifikasi terhadap bahan, data dan/atau informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan
dengan menelitijmemeriksa apakah rencana kegiatan

organisasi masyarakat asing telah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Verifikasiterhadap dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan dengan

meneliti/rnemeriksa seluruh kelengkapan dan kesahan
dokumen administrasi tersebut.

(3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)apabila dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang,ditandatangani dan diberi stempel serta
telah dilegalisir.

Setelah seluruh bahan, data, informasi darr/atau dokumen

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92

terpenuhi, unsur Bakesbangpol darr/ atau Tim melakukan

verifikasi.

Pasa193

BagianKedua
VerifikasiAdministratif

e. lokasi kegiatan;

f. mitra kerja dalam kegiatan; danj atau

g. hal lain yang terkait.
(4) Dokumen administratif sebagaimana dirnaksud pacta

ayat (1) antara lain:
a. dokumen perjalanan;

b. dokumen keimigrasian;
c. dokumen perizinan; danj' atau

d. dokumen terkait lainnya.
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Pasa196

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana kegiatan

organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 95 ayat (2)huruf a dikeluarkan apabila :

a. bahan, data dan! at au informasi mengenai rencana

kegiatan dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan; dan

b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sahih

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

( 1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan

verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 91 sampai dengan Pasal 94 dinyatakan selesai,

Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan

penetapan terhadap rencana kegiatan organisasi

masyarakat asing tersebut.

(2) Penetapan terhadap rencana kegiatan orgamsasi

masyarakat asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa :

a. persetujuan; atau

b. penolakan.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasa195

(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5 (lima)

hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi

dan/ atau dokumen administratif diterima.
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Pasa199

(1) Tinjauan. lapangan terhadap kegiatan organisasi

masyarakat asing dapat dilakukan sebelum dari/atau
setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasa195.

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasal98

Organisasi masyarakat asing baru dapat melakukan

kegiatan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara setelah

mendapat penetapan persetujuan dari Kepala Badan atas

nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal95.

Pasal97

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana kegiatan

organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 95 ayat(2) huruf b dikeluarkan apabila ;

a. bahan, data dan/ atau informasi mengenai rencana

kegiatan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan/ atau

b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap

dan/ atau tidak sahih sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama

Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan

dan/ atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan

penolakan tersebut kepada Menteri Luar Negeri dengan

tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan unsur

instansi terkait lainnya.
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PasallOO
Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap kegiatan
organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 99 terdapat kegiatan yang melanggar, menyimpang

dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Kepala Badan atas nama Gubemur
merekomendasikansecara tertulis kepada KepalaKepolisian

Daerah Kalimantan Timur dan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi
Kalimantan Timur untuk mengambil tindakan sesuai

kewenangan

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan berdasarkan :

a. inisiatif unsur Bakesbangpol;

h. informasiKominda;

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak danzatau elektronik;danZatau
e. informasiterkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan dengan :

a. mewawancaraipimpinanorganisasimasyarakat asing

tersebut;
b. mewawancaraimitra kerja terkait

c. mendatangi lokasi kegiatan;
d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/ atau

dokumen administrasi yang ada dengan fakta di
lapangan; dan/ atau

e. kegiatan terkait lainnya.
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Pasal 101

(1) Persiapan pemantauan terhadap tenaga kerja asing

dan/ atau pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dilakukan

dengan mencari/menerima seluruh bahan, data,

informasi dan/ atau dokumen administratif yang terkait

dari:

a. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM);

c. Kominda;

d. pengaduan masyarakat;

e. berita media cetak darr/ atau elektronik; dan/ atau

f. Instansi dan/ atau perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk mengetahui mengenai keberadaan dan

kegiatan tenaga kerja asing dan Zatau pemberi kerja

tenaga kerja asing tersebut.

(3) Kegiatan tenaga kerja asing dan,' atau pemberi kerja

tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

an tara lain beru pa :

a. Jenis kegiatan;

b. jangka waktu kegiatan;

c. tujuan kegiatan

d. lokasi kegiatan;

e. mitra kerja dalam wisata;

f. jabatan kantor /perusahaan terkait; darr/ atau hal lain

yang terkait.

Bagian Kesatu

Persiapan

BAB XIV

PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING ORANG/ ATAU

PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING
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pejabat yang berwenang, ditandatangani dan diberi

stempel serta telah dilegalisir.

(4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5

(lima) hari kerja setelah seluruh bahan, data,

informasi dan/ atau dokumen administratif diterima.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan

dengan menelitijmemeriksa seluruh kelengkapan dan

kesahihan dokumen administrasi tersebut.

(3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana

dirna ks'ud nada avat (2) ana hila dikelua rkan oleh-------------. ~------~ --_; --- \-, --_l_--------- ----------------- -----

administrasidokumenterhadap

Pasal103

(1) Verifikasi terhadap bahan, data darr/atau informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan

dengan meneliti/rnemeriksa apakah kegiatan tenaga

kerja asingjpemberi kerja tenaga kerja asing telah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

(2) Verifikasi

Setelah seluruh bahan, data, informasi danl atau dokumen

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101

terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan/ atau Tim melakukan

verifikasi.

Pasal 102

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) antara lain:

a. dokumen petjalanan;

b. dokumen keimigrasian;

c. dokumen perizinan; danl atau

d. dokumen terkait lainnya.
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Pasal 104

(1) Tinjauan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan

tenaga kerja asing dan /atau pemberi kerja tenaga

kerja asing dapat dilakukan sebelum darr/ atau setelah

dilakukan verifikasi administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 103.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ;

a. inisiatif un sur Bakesbangpol;

b. informasi Kominda;

c. pengaduan masyarakat;

d. berita media cetak dan/ atau elektrik; dan 'atau

e. informasi terkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan ;

a. mewawancarai tenaga kerja asing dan Iatau
pemberi kerja tenaga kerja asing;

b. melakukan kunjungan terhadap tenaga kerja asing

dan/ atau pemben kerja tenaga kerja asing;

c. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/ atau

dokumen;

d. administrasi yang ada dengan fakta di Iapangan;

dan Zatau;

e. kegiatan terkait lainnya.

(4) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b meliputi :

a. tempat tinggal tenaga kerja asing;

b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan

perusahaan asing atau Kantor perwakilan berita

asmg yang melakukan kegiatan di Provinsi

Kalimantan Utara;

c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Provinsi

Kalimantan Utara;

Bagian Ketiga

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi
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Pasal 105

(1) Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap

keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing dan/ atau

pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 104 terdapat kegiatan yang

menyimpang dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan, maka Kepala Badan berkoordinasi dengan

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Kalimantan

Timur mengambil tindakan sesuai kewenangan.

(2) Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap

keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing darr/atau

pemberi kerja tenaga kerja asmg sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 104 terdapat kegiatan yang

melanggar ketentuan peraturan perundang­

undangan, maka Kepala Badan atas nama Gubernur

menghentikan sementara kegiatan tersebut untuk

selanjutnya melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi dengan tembusan Menteri Dalam

Negeri serta unsur terkait lainnya.

(3) Apabila pemberi kerja tenaga kerja asmg dalam

penggunaan tenaga kerja asing tersebut tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang undangan,

maka instansi terkait yang berwenang dapat

mendapat izin yang telah dimiliki oleh pemberi kerja

tenaga kerja asing dimaksud.

d. badan usaha pelaksanaan proyek pemerintah

termasuk proyek bantuan luar negeri;

e. badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum

Indonesia;

f. lembaga-Iembaga sosial, pendidikan, kebudayaan

atau keagamaan;

g. usaha jasa impresariat; dan/ atau

h. lembaga/Institusi terkait lainnya.
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 11

BADRUN
,

SEKRETARIS DAERAH PROVI I KALIMANTANUTARA,

Diundangkan di TanjungSelor
pada tanggal j z, Oktober 2016

IRIANTO LAMBRIE

ttd

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Diundangkan di TanjungSelor

pada tanggal 14 Oktober 2016

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

denganiniGubernurPeraturanpengundangan

Pasal107
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban

keuangan atas pemantauan orang asmg, organisasi

masyarakat asing dan tenaga kerja asing di daerah,

diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan

daerah,

Pasal106

BABXV

PENDANAAN
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 11

BADRUN

LIMANTAN UTARA,

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Ok to her 2016

IRIANTO LAMBRIE

ttd

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Diundangkan di Tanjung Selor

padatanggal 14 Oktober 2016

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.

denganiniGubernurPeraturanpengundangan

Pasal 107

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

BABXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1106

Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban

keuangan atas pemantauan orang asmg, organisasi

masyarakat asing dan tenaga kerja asmg di daerah,

diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan

perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan

daerah.

BABXV

PENDANAAN


